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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan 

penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Tahun 2025. LKjIP Tahun 2025 ini merupakan bentuk 

komitmen nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri 

PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk 

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama 

tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan 

transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran 

pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (2025-2029) dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten 

Temanggung sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045. yaitu: “Kabupaten Temanggung 

yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045”. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai 

dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat 

digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, 

produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian 
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kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tidak 

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan 

kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.  

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025. 

 

Temanggung, 13 Februari 2026 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
 
 
 
 

TRI RAHARJO, S.IP., M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 197012231990091001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

1. Latar Belakang 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan 

pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab, telah diterbitkan. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bankesbangpol) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu 

pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari 

sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi 

masyarakat.  

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan 

yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, 

tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut Bankesbangpol Kabupaten 

Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2025 yang dimaksudkan 
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sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian 

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah 

ditetapkan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 

2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bankesbangpol) Kabupaten Temanggung sebagai berikut: 

1. Kepala 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan 

politik yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan 

bangsa dan politik;  

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan 

politik;  

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

di bidang kesatuan bangsa dan politik;  

e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan 

fungsi kesekretariatan badan; dan  

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, 

sesuai dengan fungsinya.  

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, 

evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, 

hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, 
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kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;  

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

kegiatan di lingkungan Badan; 

c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan; 

d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan 

tata laksana di lingkungan Badan; 

e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;  

f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan; 

g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh 

Sekretaris yang membawahi: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, 

pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, 

verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan 

program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan 

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan fungsinya. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 
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pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, 

kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, 

PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta 

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan fungsinya. 

3. Bidang Kesatuan Bangsa  

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, 

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal 

Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 

antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 

penanganan konflik                                                                          

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan,    bela    negara,   karakter     bangsa, pembauran 

kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 

konflik di daerah;  

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
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kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 

konflik di daerah;  

c.  Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 

konflik di daerah;  

d.  Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 

konflik di daerah;  

e.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah 

kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
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umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan  

f.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan fungsinya. 

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah 

dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan 

Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi: 

1) Sub Koordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; yang mempunyai 

tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program 

kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya 

2) Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; 

yang  mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, 

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 

daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 
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penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain 

yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya. 

4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, 

pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang 

etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi 

politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan. 

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, 

pemantaun pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, 

situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi 

kemasyarakatan di daerah;  

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum 

kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan 

organisasi kemasyarakatan di daerah;  

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, 

pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, 

situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi 

kemasyarakatan di daerah; 

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, 

pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, 

situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi 

kemasyarakatan di daerah; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan 
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umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan 

pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan  

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan fungsinya. 

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana 

urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi 

kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan 

Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang 

membawahi:  

1) Sub Koordinator Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas 

perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum 

kepala daerah, situasi politik, serta pelaksanaan tugas 

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan fungsinya. 

2) Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas 

perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan 

pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan 

lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya. 

5. Jabatan fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat 

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 
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2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan 

dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian 

jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan 

masing-masing. 

6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Susunan Organisasi 

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka 

dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan 

Organisasi sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 
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Sumber Daya Manusia pada Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 

keadaan sampai dengan  bulan Desember 2025, dapat dirinci sebagai 

berikut:  

Tabel 1. 1  

Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai 

NO URAIAN  
JUMLAH 

KETERANGAN 
PEGAWAI 

1 2 3 4 
1 Kualifikasi Pendidikan     

  a. SD  2  
  b. SMP 1  
  c. SMA 2  
  d. Sarjana Muda (D-III) 3  
  e. S-1 dan D-IV 7  
  f. S-2 6  
 g. S-3 -  

    Jumlah 21  
         
2 Pangkat/Golongan    

  a Gol I 1  
  b Gol II 5  
  c Gol III 9   
  d Gol IV 6   

    Jumlah 21   
          
3 Jabatan/Eselon/Fungsional     

  a Eselon II 1   
  b Eselon III 3   
  c Eselon IV 2   
  d Eselon V    
  e Jabatan Fungsional Khusus 4   
  f Jabatan Fungsional Umum 11   

    Jumlah 21  
 

Selain jumlah yang tersebut diatas, ada penambahan tenaga PPPK 

Paruh waktu yang merupakan tenaga keamanan (security) berjumlah 6 

orang dan 1 orang petugas kebersihan.  

4. Isu Strategis  

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, maka didapatkan isu-isu 
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strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa 

yang bisa diidentifikasi. 

Permasalahan Strategis : 

 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja 

pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah 

permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:  

1. Rendahnya kualitas demokrasi Masyarakat;  

2. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan 

belum maksimal;  

3. Adanya ego dan fanatisme terhadap ajaran agama yang 

menghambat harmoni kerukunan umar beragama;  

4. Menurunnya implementasi Ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan; dan  

5. Adanya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan terhadap 

NKRI terkait jaringan terorisme, radikalisme dan potensi konflik 

keamanan daerah.  

Isu Strategis : 

1. Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan 

mitigasi terhadap timbulnya konflik yang mengganggu stabilitas 

sosial ekonomi, budaya dan politik 

2. Peningkatan demokratisasi dengan penguatan partisipasi politik 

dan membangun kemitraan strategis melalui pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan 

3. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan serta 

P4GN guna mendukung kinerja Badan Kesbangpol 5 tahun 

kedepan 
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B. DASAR HUKUM TUJUAN, DAN MANFAAT LKJiP 

1. Dasar Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah; e. Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi 

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung; 

5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; 

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; 



LKJP BANKESBANGPOL KAB.TEMANGGUNG 2025 13 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029. 

2. Tujuan LKjIP  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten 

Temanggung disusun dengan tujuan untuk : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan 

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat 

daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. 

3. Manfaat LKjIP  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah manfaat 

LKjIP adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 

tahun. 

2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah. 

C. Sistem atika LKJIP 

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

B. Dasar Hukum 

C. Tujuan dan Manfaat LkjIP 

D. Sistematika LKiIP 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. Visi misi organisasi 

B. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan 

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan targetnya 

D. Anggaran Tahun 2025 per program 
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BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

C. Prestasi Dan Penghargaan 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Visi Misi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini memuat 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran 

pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 dalam mewujudkan Visi 

Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Visi Kabupaten 

Temanggung Tahun 2025-2029 adalah TEMANGGUNG UNTUK 

SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, 

AMAN) yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu: 

1) Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas  

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal 

mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten 

Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan 

menghubungkan daerahdaerah terpencil dengan layanan dan 

peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur 

juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan 

pendidikan dan layanan kesehatan, pariwisata, dan aktivitas 

ekonomi warga 

2) Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil 

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata 

pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk 

menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan 

berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan 

pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan 

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.  

3) Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan  
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Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia diharapkan 

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi 

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong 

kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi 

terhadap perubahan teknologi. 

4) Mempromosikan Kelestarian Lingkungan  

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung 

sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya 

alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan 

ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin 

stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan 

masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan 

keberlanjutan nasional dan global. 

5) Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan 

Efektif 

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat 

penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat 

kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong 

kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, 

meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan 

mendorong inovasi dan daya tanggap. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung 

mendukung misi kelima yaitu Menumbuhkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Transparan dan Efektif 

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan 

penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level 

dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan 

memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. 
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Tabel 2. 1 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Bankesbangpol Tahun 2025-2029 

No  Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 
PD 

1 2 3 4 
1 Mewujudkan kondusivitas 

wilayah melalui 
penanganan konflik 

 Persentase tertanganinya 
konflik di masyarakat (%) 

2  Meningkatnya 
deteksi dini 
potensi konflik 
di masyarakat 

Persentase potensi 
konflik yang 
ditindaklanjuti (%) 

3  Meningkatnya 
Kualitas dan 
Tata Kelola 
Perangkat 
Daerah dalam 
Pelayanan 
Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Perangkat 
Daerah (Angka) 
Nilai AKIP Perangkat 
Daerah (Angka) 

  Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tabel 2. 2  
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bankesbangpol 

Tahun 2025 
 No Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Kegiatan Sub Kegiatan 

1 Tujuan: 
Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik 

2 Sasaran : 
Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat 

 Program : 
1 Program 

Penguatan 
Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

2 Program 
Peningkatan 
Peran Partai 
Politik dan 
Lembaga 
Pendidikan 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 

Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
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 No Tujuan/Sasaran/ 
Program 

Kegiatan Sub Kegiatan 

Melalui 
Pendidikan 
Politik dan 
Pengembangan 
Etika serta 
Budaya Politik 

Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

3 Program 
Pemberdayaan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
di Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing 
di Daerah 

4 Program 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

5 Program 
Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Fasilitasi 
Penanganan 
Konflik Sosial 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

 

Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 
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 No Tujuan/Sasaran/ 
Program 

Kegiatan Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen 

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang 

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja 

Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian 

suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja 

Kegiatan harus didasarkan pada perkiraaan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data 

pendukung yang adan diorganisasi.  
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Tabel 2. 3 

Perjanjian Kinerja Bankesbangpol Tahun 2025 

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatnya toleransi 
masyarakat 

Indeks Toleransi 4,51 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

TARGET 

1 Menurunnya konflik di 
masyarakat  

Persentase tertanganinya 
konflik di masyarakat 

100% 

2 Meningkatnya deteksi dini 
potensi konflik di 
masyarakat 

Persentase terdeteksi dan 
tertanganinya konflik dan 
keamanan daerah 

100% 

3 Meningkatnya demokrasi 
melalui pendidikan politik 

Persentase pelaksanaan 
pendidikan politik 

100% 

4 Meningkatnya ormas yang 
berdaya 

Persentase ormas yang 
mendapatkan pembinaan 

13,33% 

5 Meningkatnya wawasan 
kebangsaan dan Ideologi 
Pancasila 

Persentase penguatan 
ideologi Pancasila dan 
karakter kebangsaan 

100% 

6 Meningkatnya kerukunan 
agama, budaya, suku dan 
kondisi sosial ekonomi yang 
kondusif 

Persentase Pembinaan dan 
pengembangan ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan Budaya 

100% 

 Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tabel 2. 4 

Perubahan Perjanjian Kinerja Bankesbangpol Tahun 2025 

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya kondusivitas 
wilayah melalui 
penanganan konflik 

Persentase tertanganinya 
konflik di masyarakat. 

100% 

    

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatnya deteksi dini 
potensi konflik di 
masyarakat 

Persentase potensi konflik 
yang ditindaklanjuti 

100% 

2 Meningkatkan kualitas tata 
kelola perangkat daerah 
dalam pelayanan publik 

IKM Perangkat Daerah 83,25 

Nilai AKIP Perangkat Daerah 77,85 
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3 Meningkatnya wawasan 
kebangsaan dan Ideologi 
Pancasila 

Persentase penguatan 
ideologi Pancasila dan 
karakter kebangsaan 

100% 

4 Meningkatnya demokrasi 
melalui pendidikan politik 

Persentase pelaksanaan 
pendidikan politik kepada 
masyarakat 

100% 

5 Meningkatnya ormas yang 
berdaya 

Persentasae ormas yang 
mendapat pembinaan 

19% 

6 Meningkatnya kerukunan 
agama, budaya, suku dan 
kondisi sosial ekonomi yang 
kondusif 

Jumlah kejadian konflik 
SARA 

8 Kejadian 

7 
Meningkatnya koordinasi 
dalam deteksi dini  

Persentase koordinasi 
deteksi dini konflik di 
masyarakat 

100% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

 

D. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Penetapan indikator 

kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran 

keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagaimana dalam tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 2. 5 

Indikator Kinerja Bankesbangpol Tahun 2025-2029 

NO INDIKATOR SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Persentase 
tertanganinya konflik 
di masyarakat 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Persentase potensi 
konflik yang 
ditindaklanjuti 

% n.a 100 100 100 100 100 100 

3. Indeks Kepuasan 
Masyarakat Perangkat 
Daerah 

Angka n.a 86,95 87,56 88,17 88,78 89,39 90 

4. Nilai AKIP Perangkat 
Daerah 

Angka 70.2 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 

Sumber :  Renstra Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025  

E. Rencana Anggaran Tahun 2025 
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin 

dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang 

telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung 

Nomor Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2025 berjumlah Rp 6.589.498.717,00 komposisi anggaran 

sebagai berikut: 
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Tabel 2. 6 

Komposisi Anggaran Bankesbangpol Tahun 2025 

Kode 

Rekening 
Uraian Anggaran 

5 BELANJA DAERAH Rp. 6.589.498.717,00 

5.1 Belanja Operasi Rp. 6.589.498.717,00 

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.931.618.287,00 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.750.060.930 

5.1.05 Belanja Hibah Rp. 1.907.819.500,0 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tabel 2. 7 Anggaran Bankesbangpol Per Tahun 2025 

No Program Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

3.267.441.237 

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

1.874.832.100 

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

495.522.680 

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

80.000.000 

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

90.000.000 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 
Sosial 

781.702.700 

 6.589.498.717 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 ini merupakan laporan 

kinerja tahun pertama Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025-

2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang merupakan 

dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksananaan pembangunan selama 

jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2029. 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Rencana Pembangunan 

Daerah 2024 - 2026 ke RPJMD 2025-2029, maka LKjIP 2025 melapokan 

capaian Perjanjian Kinerja dari target indikator sesuai Renstra 2024-2026 dan 

capaian Perubahan Perjanjian Kinerja dari target indikator sesuai Renstra 

2025-2029. 

A. LAPORAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan atas pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada 

perencanaan jangka menengah menggunakan skala pengukuran sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 1  

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

No 
KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah ≤ 50 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
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1. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah diukur 

melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan 

pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan 

Daerah. Berikut ini capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik.  

a. Capaian Indikator Tujuan 

Tabel 3. 2 
Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan tujuan Mewujudkan 

Kondusivitas Wilayah Melalui Penaganan Konflik 
TUJUAN : 

Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik 

No Indikator 
Tujuan 

Satu
an 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Tar
get 

Realisa
si 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Kinerja s/d 

2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*10
0 

8 9 10=9/8*10
0 

1 

Persentase 
tertanganiny
a konflik di 
masyarakat 

% 100 10
0 100 100 100 100 100 

Capaian Kinerja Tujuan  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Capaian indikator tujuan 

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat pada tahun 2025 telah 

tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Capaian 

Presentase tertanganinya konflik di masyarakat adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3. 3 

Presentase Teratanganinya Konflik di Masyarakat Tahun 2021-2025 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Perbandingan indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa 

Tengah adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 4 
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Bankesbangpol Tahun 

2025 dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi 
No Indikator kinerja Tujuan Target Realisasi  Capaian 

Kinerja 

1. Kabupaten 
Temanggung 

Persentase tertanganinya 
konflik di masyarakat. 

100% 100% 100% 

2. Kabupaten 
Sukoharjo 

Prosentase kesadaran 

Berbangsa dan bernegara 

85% 85% 100% 

3. Provinsi 

Jawa Tengah 

Indeks Ketahanan 
IPOLEKSOSBUD Bidang 
Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

2,905 2,905 100% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tercapainya target indikator utama perangkat daerah tidak lepas 

dari beberapa faktor yang mendukung, berikut ini adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi capaian Persentase tertanganinya konflik di 

masyarakat. 

1. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya 

konflik di masyarakat adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini 

daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah 

diadakan mediasi dan musyawarah.  

2. Faktor penghambat : 

No Uraian Satuan 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Target % 100 100 100 100 100 

2 Realisasi % 100 100 100 100 100 

3 Capaian Persentase 
tertanganinya konflik di 
masyarakat 

% 100 100 100 100 100 
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- Perbedaan pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, 

budaya 

- Arus globalisasi yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan 

masyarakat 

3. Upaya/ strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian 

kinerja 

- Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat) untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan 

Masyarakat 

- Penguatan peran dan fungsi Forkompimda dalam menjaga 

kondusivitas wilayah 

- serta pengoptimalan tim kewaspadaan dini daerah. 

Outcome/ hasil dari tercapainya indikator Persentase tertanganinya 

konflik di masyarakat adalah terciptanya kondusivitas wilayah di 

Kabupaten Temanggung. 

Berikut dokumentasi kegiatan yang mendukung tercapainya 

indikator tujuan Bankesbangpol Kabupaten Temanggung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Rakor Kominda Kabupaten Temanggung 
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Gambar 3. 2 

Pembinaan Peserta Aksi Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Kecil Temanggung 

 

Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja 

awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam 

Perjanjian Kinerja perubahan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 5 

Capaian Indikator Kinerja Dengan Tujuan Indeks Toleransi 

No Indikator 
Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 (%) 

Tahun 2025 

Target Realisa
si 

Capaian Kinerja 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 

1 Indeks Toleransi angka 100 4,51 4,5 99,8 

Capaian Kinerja Sasaran  99,8%  

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama 

sasaran strategis 1 yaitu indeks toleransi pada tahun 2025 adalah 

sebesar 99,8%. Dari target tahun 2025 sebesar 4,51 terealisasi 

sebesar 4,5. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun adalah sebagai 

berikut  

 

 

 

Tabel 3. 6  
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Capaian Kinerja Indeks Tolernasi Tahun 2021-2025 

 

 

 

 

Keterangan interval indikator : 

Nilai 
persepsi 

Nilai interval Kinerja 

1 < 1,8 Tidak baik 

2 1,81 – 2,60 Kurang baik 

3 2,61 – 3,40 Cukup baik 

4 3,41 – 4,20 Baik 

5 4,21 – 5,00 Sangat baik 

 

Dari tabel 3.6 diketahui bahwa Indeks toleransi di Kabupaten 

Temanggung sangat baik. Indeks Toleransi juga menjadi indikator 

Provinsi dan di Tingkat nasional pada tahun 2025 sudah tidak dilakukan 

pengukuran indeks toleransi.  

Capaian indeks toleransi pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah 

adalah sebesar 120,59%. Angka capaian tersebut lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan capaian di Kabupaten Temanggung. 

Keberhasilan terpenuhinya capaian Indeks Toleransi yang diukur 

dari variabel toleransi agama dan toleransi antar suku yang dipengaruhi 

oleh : 

1. Faktor pendukung : 

- Masyarakat yang agamis 

- Tingginya rasa tepo seliro (tenggang rasa/empati) pada 

masyarakat di Kab Temanggung 

- Terjalin kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan 

sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat 

2. Faktor penghambat: 

- Kesibukan bekerja menyebabkan kurangnya interaksi antar 

warga  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Target 4,15 4,17 4,19 4,5 4,51 

Realisasi 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Capaian 100% 100% 100% 100% 99,8% 
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- Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih 

berinteraksi dengan gadget  

- Derasnya arus globalisasi yang mendorong pada individualisme 

Outcome / hasil dari indikator ini adalah terciptanya kehidupan 

bermasyarakat di Kabupaten Temanggung yang semakin guyub 

walaupun terdapat perbedaan suku, agama, dan Ras di Masyarakat. 

Strategi dan lagkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain : 

- Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat) Untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan 

Masyarakat 

- Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

b. Capaian Indikator Sasaran 

1) Capaian Indikator Sasaran  

Tabel 3. 7 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 : Meningkatkan Deteksi Dini 

Potensi Konflik di Masyarakat 

Sasaran 1 : 
Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat 

No Indikator 
Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Targ
et 

Reali
sasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realis
asi  

2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*10
0 

8 9 10=9/8*1
00 

1 Persentase 
potensi konflik 
yang 
ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Berdasarkan tabei 3.7 diketahui bahwa presentase potensi konflik 

yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100%. Pada tahun 2025 terdapat 8 

potensi konflik dan sudah ditindaklanjuti. Potensi konflik 

adalah kemungkinan terjadinya konflik yang sebenarnya, yang berasal 

dari adanya perbedaan, ketegangan, atau perselisihan antar individu 
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atau kelompok dalam masyarakat. Potensi ini dapat dipicu oleh berbagai 

faktor seperti perbedaan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kurangnya 

komunikasi. Identifikasi potensi konflik sangat penting untuk melakukan 

upaya pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi 

konflik terbuka yang mengancam keamanan dan stabilitas. 

Indikator Presentase potensi konflik yang ditindaklanjuti 

merupakan indikator baru pada Rensra Bankesbangpol tahun 2025-

2029, sehingga tidak ada capaian pada tahun sebelumnya (n.a). 

Faktor pendorong indikator presentase potensi konflik yang 

ditindaklanjuti yaitu terjalin kerjasama yang baik dalam pencegahan 

dini, identifikasi, dan mediasi terhadap segala macam isu/laporan yang 

memicu timbulnya konflik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

Kurangnya pelatihan khusus (seperti pelatihan intelijen) dapat 

menghambat efektifitas deteksi dini potensi konflik. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator presentase 

potensi konflik yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi 

meredam potensi konflik, membangun sistem deteksi dini pencegahan 

timbulnya konflik. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja sasaran strategis ini adalah: 

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

b. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial 

dan Budaya 

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya 

Politik 

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial 

Ketersediaan anggaran pada tahun 2025 pada program tersebut 

diatas sebesar Rp. 3.322.057.480,00 dengan realisasi Rp. 

3.276.328.100,00 atau tercapai 98,62%. Terdapat efisiensi anggaran 
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sebesar Rp. 45.729.380,00 atau 1,38%. Kemudian terkait dengan 

sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi adalah terjadi 

efisiensi sumber daya sebesar 1,38% (yang merupakan selisih capaian 

kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 98,62%). 

Berikut dokumentasi kegiatan yang mendukung tercapainya 

indikator sasaran persentase tertanganinya konflik di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3  

Pembinaan Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Kecil Temanggung pada 
tanggal 1 September 2025 di Depan Gedung Kantor DPRD 

KabupatenTemanggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 

 Kegiatan Silaturahmi dari Sopir Trayek Angkutan Umum pada tanggal 23 
September 2025 di Gedung Pemuda Temanggung 

 

2) Capaian Indikator Sasaran 2 

Tabel 3. 8 
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 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 

Sasaran 2 : 
Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 

No Indikator Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target 
Realisa

si 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*1
00 

8 9 10=9/8*1
00 

1 IKM Perangkat 
Daerah 

Angka 
na 

83,25 84,175 100 84,00 84,175 100 

2 Nilai AKIP 
Perangkat Daerah 

Angka 70,20 71,50 77,80 100 75,50 77,80 100 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Renstra Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025-2029 

1) IKM Perangkat Daerah 

Pada tahun 2025, nilai IKM Bankesbangpol menetapkan target 

nilai 86,95 dan nilai realisasi IKM 84,175 maka capaian kinerja IKM 

tahun 2025 adalah 96,80%. 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bankesbangpol tahun 

sebelumnya tidak tersedia (n.a), dikarenakan indikator tersebut 

merupakan indikator baru dan dilakukan survei kepuasan 

masyarakat pada tahun 2025.   

Perbandingan nilai IKM Badan Kesbangpol dengan kabupaten 

sekitar, Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 5 Perbandingan Nilai IKM Bankesbangpol Tahun 2025 
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Nilai IKM Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung masih 

lebih rendah dibandingkan hasil IKM Bankesbangpol Kabupaten 

Sukoharjo, IKM Kabupaten Temanggung dan IKM Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2025.  

Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kualitas layanan 

Badan Kesbangpol yang semakin baik dalam pelayanan kepada 

masyarakat khususnya pelayanan pendaftaran Organisasi 

Masyarakat, didukung dengan kemudahan dalam mengakses 

pendaftaran organisasi masyarakat dan karyawan yang mumpuni. 

Faktor penghambat capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

layanan Ormas,Izin penelitian dan Wawasan kebangsaan dan 

SDM Pelayanan yang terbatas/merangkap tugas lain. 

Upaya dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat 

dilakukan dengan semakin meningkatkan pelayanan baik melalui 

tatap muka maupun melalui media, dengan selalu bersikap ramah 

dan memberikan pelayanan cepat.  

Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian indeks 

Kepuasan Masyarakat Bankesbangpol adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3. 6  

Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan 

 

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah 

Capaian indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Badan 

kesbangpol adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi. Nilai AKIP 

Perangkat Daerah merupakan indikator baru, namun sejak tahun 

2021 Bankesbangpol sudah melakukan penghitungan nilai AKIP. 

Nilai AKIP Bankesbangpol mendapatkan perdikat BB dan sejak 

tahun 2021 nilai AKIP Bankesbangpol selalu mengalami kenaikan, 

seperti digambarkan pada grafik berikut ini. 

 

 
Gambar 3. 7  

Nilai AKIP Bankesbangpol 2021-2025 

Nilai AKIP Bankesbangpol Kabupaten Temanggung masih 

lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai AKIP Bankesbangpol 
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Kabupaten Sukoharjo yaitu 78,52 dan nilai AKIP Bankesbangpol 

Provinsi Jawa Tengah yaitu 81,85. 

Faktor pendorong tercapainya nilai AKIP Perangkat Daerah 

adalah: 

2. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam menerapkan 

manajemen kinerja berbasis hasil. 

3. Dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan RPJMD 

dan Renstra. 

4. Pelaporan kinerja yang tepat waktu dan sesuai pedoman 

KemenpanRB. 

5. Tersedianya data capaian kinerja yang valid dan terukur 

6. Koordinasi dan pendampingan aktif dari Inspektorat serta 

Bapperida. 

 

Faktor penghambat tercapainya nikai AKIP Perangkat Daerah 

adalah: 

3. Masih lemahnya keterkaitan antara perencanaan, 

penganggaran, dan pelaporan. 

4. Kualitas data kinerja belum sepenuhnya akurat dan terstandar. 

5. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap sistem AKIP dan 

indikator kinerja. 

6. Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal. 

7. Keterbatasan SDM analis kebijakan dan perencana di tiap OPD. 

Upaya dalam meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah melalui 

penguatan kapasitas SDM, penyelarasan perencanaan, penganggara 

dan pelaporan, peningkatan kualitas data kinerja, serta optimalisasi 

evaluasi internal untuk memperbaiki hasil AKIP. 

 Berikut ini adalah dokumentasi yang mendukung indator Nilai 

AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025: 
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Gambar 3. 8  

Penandatangannan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 

Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah 

 

Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun, 

tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam PK 

perubahan adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 

dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 

terdapat 1 (satu) sasaran perangkat daerah yaitu Menurunnya 

Konflik di Masyarakat dengan indikator Persentase tertanganinya 

konflik di Masyarakat. Indikator ini menjadi indikator tujuan dalam 

Renstra Bankesbangpol 2025-2029. 
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Tabel 3. 9  

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Startegis 1 

No Indikator Sasaran Satuan 
Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 (%) 

Tahun 2025 

Target Realisasi Capaian Kinerja 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 

1 Persentase 
tertanganinya 
konflik di 
Masyarakat 

% 100 100 100 100 

Capaian Kinerja Sasaran  100%  

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

2. Capaian Kinerja Sasaran Program 

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik pada tahun 2025 sejumlah 5 (lima) Program dengan 5 (lima) 

Indikator kinerja program sebagai berikut : 

Tabel 3. 10  

Indikator Kinerja Program Badan Kesbangpol 

No Program 
Indikator 
Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 
Tahun 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 Capaian 

1 Program 
Penguatan 
Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

Persentase 
penguatan 
ideologi 
Pancasila 
dan karakter 
kebangsaan 

% 100 100 100 100 

2 Program 
Peningkatan 
Peran Partai 
Politik dan 
Lembaga 
Pendidikan 
Melalui 
Pendidikan 
Politik dan 
Pengembangan 
Etika serta 
Budaya Politik 

Persentase 
pelaksanaan 
pendidikan 
politik 
kepada 
masyarakat % 100 100 100 100 

3 Program 
Pemberdayaan 
dan 

Persentase 
ormas yang % 18,18 19 31,25 100 
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Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

mendapatkan 
pembinaan 

4 Program 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

Jumlah 
kejadian 
konflik SARA kejadian 1 8 2 100 

5 Program 
Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Fasilitasi 
Penanganan 
Konflik Sosial 

Persentase 
koordinasi 
deteksi dini 
konflik di 
masyarakat % na 100 100 100 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

c. Capaian Indikator Program 

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan. 

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan diukur dengan indikator program yaitu persentase 

penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. 

Indikator program Persentase penguatan ideologi Pancasila 

dan karakter kebangsaan diperoleh dengan rumus penghitungan 

sebagai berikut: 

 

 

➢ Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan 

kebangsaan diperoleh dari jumlah masyarakat yang telah 

mendapatkan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan 

dan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 

➢ Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan adalah jumlah 

masyarakat yang direncanakan akan diberikan pembinaan 

wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila oleh Badan 

Kesatuan Bangsa 

Tabel 3. 11 

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan x 100% 
                         Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan 
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Capaian Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

Program 1 : 
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

No 
Indikator 
Sasaran 

Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Kinerja s/d 

2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*1
00 

8 9 10=9/8*100 

1 Persentase 
penguatan 
ideologi 
Pancasila 
dan karakter 
kebangsaan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

 Pada tahun 2025 sejumlah 1102 (Seribu serratus dua orang) 

orang dari kalangan masyarakat umum dan pelajar telah mendapat 

pembinaan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Jumlah 

ini jauh melampaui dari dari jumlah yang direncanakan yaitu 

sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang. 

Capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 100% dari target 

capaian sebesar 100%. Pada tahun 2025 ini capaian telah melebihi 

target. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian sama 100%, 

namun mengalami peningkatan jumlah peserta yang mengikuti 

pendidikan wawasan kebangsaan. Namun demikian angka 

capaian indikator program 1 ini telah mencapai angka capaian 

target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini 

merupakan pencapaian yang sangat baik. Pencapaian 

keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :  

1. Faktor Pendorong :  

- Tumbuhnya rasa cinta tanah air pada diri masyarakat 

sehingga timbul keinganan untuk mengerti dan memahami 

wawasan kebangsaan. 

- Banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan 

wawasan kebangsaan kepada Masyarakat. 
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2. Faktor penghambat: 

- Arus globalisasi membawa dampak negatif bila tidak 

diimbangi karakter kepribadian bangsa yang kuat 

- Perkembangan teknologi merubah pola penyebaran informasi 

dan komunikasi 

3. Upaya / strategi : 

- Meningkatkan edukasi keberagaman, toleransi, dan 

spiritualisme kepada masyarakat  

- Memasukkan wawasan kebangsan dan Ideologi Pancasila 

kedalam kurikulum sekolah 

Hasil/ outcome dari tercapainya indikator persentase 

Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter 

kebangsaan yaitu Meningkatnya wawasan kebangsaan dan 

Ideologi Pancasila. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator 

kinerja program 1 ini adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila 

dan Karakter Kebangsaan. Ketersediaan anggaran pada tahun 

2025 pada program tersebut sebesar Rp 505.000.000 dengan 

realisasi Rp. 493.196.350,00 atau tercapai 99,53%. Terdapat 

efisiensi anggaran sebesar Rp 2.326.330 ,00 atau 0,47%. 

Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator 

program 1 ini terjadi adalah terjadi efisiensi sumber daya sebesar 

0,3% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % 

dengan realisasi anggaran 99,53%). 

Berikut ini dokumentasi kegiatan pembinaan wawasan 

kebangsaan dan Ideologi Pancasila tahun 2025. 
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Gambar 3. 10 Kegiatan Sekolah Kebangsaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11  

Pembentukan Paskibraka Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

Perbandingan indikator Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Kabupaten Sekitar 

dan Provinsi jawa tengah adalah sebagai berikut. 

 
 
 

Tabel 3. 12  

Perbandingan indikator Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 
2025 

Realis
asi 

2025 

Capaia
n 

1 Program 
Penguatan 

Kabupaten 
Temanggung 

Persentase 
penguatan 

% 100 100 100% 
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Ideologi 
Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

ideologi 
Pancasila dan 
karakter 
kebangsaan 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Persentase 
peningkatan 
masyarakat 
yang paham 
ideologi 
pancasila dan 
karakter 
bangsa 

% 97 97 100% 

Provinsi 
Jawa Tengah 

Indeks Ideologi 
Pancasila 

Angka 3,1 3,7 100% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya Politik 

Indikator program pada Program Peningkatan Peran Partai 

Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diukur dengan yaitu: 

Persentase pelaksanaan pendidikan politik, yang diperoleh dengan 

rumus penghitungan sebagai berikut: 

 

 

➢ Jumlah Pendidikan politik yang dilaksanakan merupakan 

jumlah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 . 

➢ Jumlah Pendidikan politik yang direncanakan merupakan 

jumlah kegiatan yang direncanakan di tahun 2025. 

 
Tabel 3. 13  

Capaian Kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta 

Budaya Politik 

Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan   x 100% 
Jumlah pendidikan politik yang direncanakan 
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Program 2 : 
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

 

No Indikator 
Sasaran 

Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target 
Realis

asi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisa
si 2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10=9/8*1
00 

1 Persentase 
pelaksanaan 
pendidikan 
politik 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Pada tahun 2025 sejumlah 21 (dua puluh satu) kegiatan 

pendidikan politik telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik. Jumlah ini telah melampaui target yang direncanakan 

yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.  

Capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100% dari target 

capaian sebesar 80%. Pada tahun 2025 sudah melebihi target dan 

bila dibandingkan dengan tahun 2024 sama yaitu 100%. 

Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya : 

1. Faktor Pendorong: 

- Tingginya minat masyarakat terhadap Pendidikan politik. 

- Banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan 

pendidikan politk kepada masyarakat 

2. Faktor Penghambat : 

- Adanya anggapan negatif masyarakat tentang politik. 

- Menurunnya minat masyarakat terhadap pendidikan politik 

3. Upaya/ Strategi :  

- Pengembangan demokratisasi melalui Pendidikan politik bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 
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- Penguatan partisipasi pemilih, partisipasi politik dan 

kesadaran hak kewarganegaraan, serta partisipasi politik 

perempuan. 

Hasil/ outcome dari Program Peningkatan Peran Partai Politik 

dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah Meningkatnya 

demokrasi melalui pendidikan politik. Dengan memahami sistem 

politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara, individu dapat 

berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan menciptakan 

Indonesia yang lebih adil dan demokratis. 

Program/Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

yang menunjang keberhasilan indikator kinerja program 2 ini 

adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik. Ketersediaan anggaran pada tahun 2025 

pada program tersebut sebesar Rp 1.874.832.100,00 dengan 

realisasi Rp. 1.870.533.600,00 atau tercapai 99,77%. Terdapat 

efisiensi anggaran sebesar Rp 4.298.500,00 atau 0,23%. 

Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian indikator 

program 1 ini terjadi adalah terjadi efisiensi sumber daya sebesar 

0,23% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % 

dengan realisasi anggaran 99,77%). 

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendidikan 

politik tahun 2025.    

 

 

 

 

 

 

 



LKJP BANKESBANGPOL KAB.TEMANGGUNG 2025 46 

 

 

Gambar 3. 12 

Deklarasi Perempuan Berdaya Politik Kabupaten Temanggung 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik kepada 
masyarakat 

Perbandingan capaian indikator Program Peningkatan Peran 

Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Kabupaten sekitar  

dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 14  

Perbandingan capaian indikator program Program Peningkatan Peran 
Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 Capaian 

1. Program 
Peningkatan 

Kabupaten 
Temanggung 

Persentase 
pelaksanaan % 100 100 100% 
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Peran Partai 
Politik dan 
Lembaga 
Pendidikan 
Melalui 
Pendidikan 
Politik dan 
Pengembangan 
Etika serta 
Budaya Politik 

pendidikan 
politik kepada 
masyarakat 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Persentase 
pemahaman 
politik bagi 
masyarakat 

% 100 100 100% 

Provinsi Jawa 
Tengah 

IDI aspek 
kebebasan dan 
aspek lembaga 
demokrasi 

% 76 91,6 100% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi  

Kemasyarakatan 

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan diukur dengan indikator program yaitu 

Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan; yang diperoleh 

dengan penghitungan: 

 

 

 

➢ Jumlah ormas yang mendapat pembinaan merupakan jumlah 

ormas yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

➢ Jumlah ormas keseluruhan adalah jumlah ormas yang tercatat 

terdaftar di Badan Kesatuan Bangsaa dan Politik. 

Tabel 3. 15 

 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Program 3 : 
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi  Kemasyarakatan  

No 
Indikator 
Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target 
Realis

asi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realis
asi 

2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*10
0 

8 9 10=9/8*1
00 

1 Persentase 
ormas yang 
mendapatkan 
pembinaan 

% 18.18 19 31,25 100 32 31,25 97,65% 

Jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan   x 100% 
Jumlah ormas keseluruhan 



LKJP BANKESBANGPOL KAB.TEMANGGUNG 2025 48 

 

Program 3 : 
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi  Kemasyarakatan  

No 
Indikator 
Sasaran 

Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target Realis
asi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realis
asi 

2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Jumlah organisasi masyarakat yang tercatat di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sejumlah 192. Pada tahun 

2025 sejumlah 60 (dua puluh enam) organisasi masyarakat 

mendapatkan pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kab Temanggung. Baik sebagai peserta sosialisasi maupun turut 

andil dalam kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Target persentase ormas yang mendapatkan pembinaan 

adalah 19%, realisasinya adalah sebesar 31,25%. Pada tahun 

2025 ini capaian telah melebihi target. Bila dibandingkan dengan 

tahun 2024 realisasi meningkat dan capaian sama yaitu 100%. 

Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya : 

1. Faktor Pendorong : 

- Organisasi masyarakat bersedia berperan aktif dan 

berkontribusi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

- Antusiasme yang baik dari organisasi masyarakat untuk 

mengikuti kegiatan 

2. Faktor Penghambat: 

- Organisasi masyarakat tidak melakukan pembaruan data 

ormas sehingga ada beberapa ormas yang ternyata sudah 

berganti kepengurusan atau bahkan sudah tidak aktif.  

3. Upaya/ Strategi:  

- Mempertahankan hubungan sinergis antara Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik dengan organisasi masyarakat. 
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- Pengoptimalan pembinaan dan pemberdayaan ormas untuk 

membentuk ormas yang memiliki pengetahuan wawasan 

kebangsaan dan Ideologi Pancasila. 

Hasil/ outcome dari Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Masyarakat adalah Meningkatnya ormas 

yang berdaya. 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator 

kinerja program 3 ini adalah Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Masyarakat. Ketersediaan anggaran pada 

tahun 2025 pada program tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 

dengan realisasi Rp. 79.349.000,00 atau 99,19%. Terdapat 

efisiensi anggaran 0,81%. 

 Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan 

ormas pada tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14  

Kepala Badan Kesbangpol melaksanakan pembinaan LSM Barisan Patriot 
Peduli Indonesia 



LKJP BANKESBANGPOL KAB.TEMANGGUNG 2025 50 

 

Perbandingan capaian Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan Kabupaten sekitar 

dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 16  

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat 

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 
2025 

Realis
asi 

2025 
Capaian 

1. Program 
Pemberdaya
an dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Masyarakat 

Kabupaten 
Temanggung 

Persentase 
ormas yang 
mendapatkan 
pembinaan 

% 19 31,25 100% 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
ormas 

% 89 89 100% 

Provinsi 
Jawa 
Tengah 

Indeks 
Kinerja 
Ormas 

Angka 77,87 82,69 106,19
% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

4) Program 4 Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan indikator program 

yaitu Jumlah kejadian konflik SARA. 

Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya diperoleh dengan penghitungan : 

 

 

Tabel 3. 17 

Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya 

Program 4 : 
Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

No Indikator 
Sasaran 

Satu
an 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Kinerja s/d 

2025 

Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Golongan 
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1 2 3 4 5 6 7=6/5*10
0 

8 9 10=9/8*100 

1 Jumlah 
kejadian 
konflik 
SARA 

Keja
dian 

1 8 3 100 7 100 100% 

Capaian Kinerja 
Sasaran 

 100%  
   

 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Pada tahun 2025 terdapat sejumlah 2 Kejadian konflik SARA 

dari target 7 kejadian.  Angka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 

100% dari target capaian. Indikator ini tidak ada pada periode 

Renstra sebelumnya, namun diketahui pada tahun 2024 terdapat 1 

konflik SARA. Namun demikian angka capaian indikator program 4 

ini telah mencapai angka capaian target akhir Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan pencapaian yang 

sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: 

1. Faktor Pendorong  

Adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, 

penguatan sikap toleransi dan saling menghormati, penegakan 

hukum yang tegas, penerapan pendidikan karakter, serta 

pemeliharaan persatuan dan kesatuan  

2. Faktor Penghambat  

Adanya keberagaman budaya, adanya masyarakat yang belum 

memahami ajaran agamanya secara utuh sehingga 

menganggap golongannya yang paling benar  

3. Upaya/ Strategi  

Mewujudkan interaksi sosial melalui kegiatan sosial 

kemasyarakatan dan keagamaan guna harmonisasi elemen 

Masyarakat. 

Hasil/ outcome dari Program Pembinaan dan Pembangunan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah Meningkatnya 

kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang 

kondusif. 
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Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja 

program 4 ini adalah Program Pembinaan dan Pembangunan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketersediaan anggaran 

pada tahun 2025 pada program tersebut sebesar Rp 90.000.000,00 

dengan realisasi Rp.90.000.000 atau tercapai 100%. Efisiensi 

anggaran 0% karena merupakan belanja hibah. Efiseiensi 

sumberdaya juga 0%. 

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang 

mendukung program Program Pembinaan dan Pembangunan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15  

Kegiatan Penanaman Nilai Universal Agama dan Karakter Bangsa oleh 
Forum Kerukunan Umat Beragama kepada siswa SMA dan SMK di 

Kabupaten Temanggung 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 16 Kegiatan Ngobrol Kebangsaan dan Peradaban oleh Forum 
Kerukunan Umat Beragama bersama Forkompimda 
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Perbandingan capaian Program Pembinaan dan 

Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan 

Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 18  

Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Masyarakat 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 Capaian 

1. Program 
Pembinaan dan 
Pembangunan 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, dan 
Budaya 

Kabupaten 
Temanggung 

Jumlah 
Konflik 
SARA 

Kejadian 8 3 100% 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Presentase 
masyarakat 
yang 
paham 
terhadap 
sosial, 
agama dan 
budaya 

% 83 83 100% 

Provinsi Jawa 
Tengah 

Indeks 
penguatan 
dampak 
ekonomi 

Angka 3,1 3,32 107% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

5) Program 5 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

     Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

diukur dengan indikator program yaitu Persentase koordinasi 

deteksi dini konflik di masyarakat . 

Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat 

diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

➢ Jumlah konflik yang tertangani merupakan jumlah konflik 

keamanan daerah yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik pada tahun bersangkutan 

Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang dilaksanakan x 100% 
Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang direncanakan 
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➢ Jumlah konflik keseluruhan adalah jumlah seluruh konflik 

keamanan daerah pada tahun bersangkutan. 

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial 

Program 5: 
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

No 
Indikator 
Sasaran 

Satu
an 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target 
2029 

Realisa
si 2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*10
0 

8 9 10=9/8*1
00 

1 Persentase 
koordinasi 
deteksi dini 
konflik di 
masyarakat  

% na 100 100 100 100 100 100% 

Capaian Kinerja Sasaran  100%     

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

Pada tahun 2025 Persentase koordinasi deteksi dini konflik di 

masyarakat  tercapai 100%. Keberhasilan mendeteksi dan 

menangani konflik keamanan daerah ini telah memenuhi target 

yang direncanakan. 

Angka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100% dari target 

100%. Pada tahun 2025 ini capaian telah memenuhi target. 

Penghitungan indikator kinerja ini merupakan yang pertama di 

periode Renstra 2025-2029 sehingga belum bisa dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Namun demikian angka capaian 

indikator program 5 ini telah mencapai angka capaian target akhir 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini merupakan 

pencapaian yang sangat baik. Pencapaian keberhasilan ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Faktor Pendorong : 

Telah terjalin komunikasi yang baik dalam pertukaran informasi 

deteksi dini konflik di masyarakat, partisipasi aktif tim 

kewaspadaan dini daerah dan komunitas intelijen daerah 
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2. Faktor Penghambat : 

Belum optimalnya sistem yang terkoordinasi dengan baik antara 

forkompimda dan Perangkat Daerah 

3. Upaya yang dilaksanakan :  

Melibatkan admin forkompimda dalam pengumpulan data, 

melaksanakan rapat koordinasi, forum diskusi, dan sistem 

pelaporan untuk meningkatkan kewaspadaan, serta 

memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui dialog, forum, dan 

sistem peringatan dini. 

Hasil outcome dari Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan 

Konflik Sosial adalah Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini. 

Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja 

program 5 ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial. Ketersediaan anggaran pada tahun 2025 pada program 

tersebut sebesar Rp 781.702.700,00 dengan realisasi Rp. 

743.249.150,00 atau tercapai 95,08%. Terdapat efisiensi anggaran 

sebesar Rp 38.453.550,00 atau 4,92%. Kemudian terkait dengan 

sumber daya, pada capaian indikator program 5 ini terjadi adalah 

terjadi efisiensi sumber daya sebesar 4,92% (yang merupakan 

selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 

99,99%). 

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi 

penanganan konflik dan keamanan daerah :  
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Gambar 3. 17 

Kegiatan Forkompimda dan Tim Koordinasi Deteksi Dini Penanganan Konflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 18  

Diskusi Langkah Penyelesaian Kasus Gereja GPDI Ngadirejo dengan Rumah 
Ibadah Ngadirejo tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Sekretariat FKUB 

Kabupaten Temanggung 

Perbandingan indikator kinerja Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 20  

Perbandingan indikator kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

No Program Indikator Kinerja Program 
Satuan Satuan Targe

t 2025 
Realisasi 

2025 
Cap
aian 

1. Program 
Peningkatan 
Kewaspadaa
n Nasional 
dan 

Kabupaten 
Temanggung 

Persentase 
koordinasi 
deteksi dini 
konflik di 
masyarakat  

% 100 100 100
% 
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Peningkatan 
Kualitas dan 
Fasilitasi 
Penanganan 
Konflik Sosial 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Presentase 
penanganan 
kejadian 
terkait konflik 
sosial 

% 90 90 100
% 

Provinsi 
Jawa Tengah 

Indeks 
kewaspadaa
n Nasional 

Angka 73,5% 80,6% 109,
66% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

B. Realisasi Anggaran 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Akuntabilitas keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 

3.21 berikut. 

Tabel 3. 21  

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 

Kode 
Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 

1 2 3 4 5 = (4 / 3) 
* 100 

5 BELANJA DAERAH 6.589.498.717 6.377.200.977 96,78 

5.1 BELANJA OPERASI 6.589.498.717 6.377.200.977 96,78 

     

5.1.01 Belanja Pegawai 2.931.618.287 2.777.581.485 94,75 

5.1.01.01 
Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 1.733.824.887 1.651.118.472 95,23 

5.1.01.02 
Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 1.197.793.400 1.126.463.013 94,04 

5.1.01.03 

Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan 
Pertimbangan 
Objektif Lainnya 
ASN 0 0 0 

5.1.02 
Belanja Barang dan 
Jasa 1.750.060.930 1.691.799.992 96,67 

5.1.02.01 Belanja Barang 464.830.130 458.367.000 98,61 

5.1.02.02 Belanja Jasa 1.039.028.550 990.675.035 95,35 
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Kode 
Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 

5.1.02.03 
Belanja 
Pemeliharaan 14.615.000 12.726.060 87,08 

5.1.02.04 
Belanja Perjalanan 
Dinas 229.337.250 227.781.897 99,32 

5.1.02.05 

Belanja Uang 
dan/atau Jasa untuk 
Diberikan kepada 
Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 2.250.000 2.250.000 100 

5.1.05 Belanja Hibah 1.907.819.500 1.907.819.500 100 

5.1.05.05 

Belanja Hibah 
kepada Badan, 
Lembaga, 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang Berbadan 
Hukum Indonesia 90.000.000 90.000.000 100 

5.1.05.07 

Belanja Hibah 
Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik 1.817.819.500 1.817.819.500 100 

  
JUMLAH BELANJA 
OPERASI 6.589.498.717 6.377.200.977 96,78 

          

5.2 BELANJA MODAL 0 0 0 

5.2.02 
Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 0 0 0 

5.2.02.05 

Belanja Modal Alat 
Kantor dan Rumah 
Tangga 0 0 0 

5.2.02.06 

Belanja Modal Alat 
Studio, Komunikasi, 
dan Pemancar 0 0 0 

5.2.02.10 
Belanja Modal 
Komputer 0 0 0 

  
JUMLAH BELANJA 
MODAL 0 0 0 

  JUMLAH BELANJA 6.589.498.717 6.377.200.977 96,78 

  SURPLUS/DEFISIT (6.589.498.717) (6.377.200.977) 96,78 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 
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Dapat dilihat bahwa capaian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk total realisasi belanja 

sebesar Rp. 6.377.200.977,00 dari total anggaran sebesar Rp. 

6.589.498.717,00 atau 96,78% dari anggaran yang ditetapkan. 

Jika dilihat dari uraian belanja per pos anggaran terlihat bahwa 

realisasi belanja operasi sebesar 98,04% digunakan untuk pembiayaan 

belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja hibah.  

2. Analisa Efisiensi 

Capaian realisasi angaran di setiap program/kegiatan dapat 

menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila 

dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 22  

Capaian Realisasi Anggaran Program 

No Program/Kegiatan DPA 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% Kategori 

1 Program Penguatan 
Ideologi Pancasila Dan 
Karakter Kebangsaan 

495.522.680 493.196.350 99,53% Sangat 
Memuaskan 

2 Program Peningkatan 
Peran Partai Politik 
Dan Lembaga 
Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik Dan 
Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

1.874.832.100 1.870.533.600 99,77% Sangat 
Memuaskan 

3 Program 
Pemberdayaan Dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

80.000.000 79.349.000 99,19% Sangat 
Memuaskan 

4 Program Pembinaan 
Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Dan Budaya 

90.000.000 90.000.000 100 % Sangat 
Memuaskan 

5 Program Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 
Peningkatan Kualitas 

                   
781.702.700  

                            
743.249.150  

95,08% Sangat 
Memuaskan 
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No Program/Kegiatan DPA 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% Kategori 

Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik 
Sosial 

6 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

3.267.441.237 3.100.872.877 94,90% Sangat 
Memuaskan 

 
Jumlah 6.589.498.717  6.377.200.977  96,78% Sangat 

Memuaskan 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran 

untuk capaian indikator sasaran sebesar 96,78%%. Pencapaian 

target kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 6.589.498.717,00 

(termasuk anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota) dengan realisasi Rp. 6.377.200.977,00 

sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 212.297.740,00 atau 

3,22%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 

3,22% karena capaian kinerja tujuan sebesar 100% sedangkan 

realisasi anggaran 96,78% dengan intrepretasi SANGAT 

MEMUASKAN. 

Analisa efisiensi anggaran dan sumber daya per program 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3. 23  

Analisa Efisiensi Anggaran dan Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Tahun 2025 

No Program Realisasi 
Anggaran 

Capaian 
Kinerja 

Efisiensi 
Anggaran 

Efisiensi 
Sumberdaya 

1 Program Penguatan 
Ideologi Pancasila Dan 
Karakter Kebangsaan 

99,53% 100% 0,47% 0,47% 
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2 Program Peningkatan 
Peran Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan 
Melalui Pendidikan Politik 
Dan Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

99,77% 100% 0,23% 0,23% 

3 Program Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

99,19% 100% 0,81% 0,81% 

4 Program Pembinaan Dan 
Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Dan Budaya 

100% 100% 0,00% 0,00% 

5 Program Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional 
Dan Peningkatan Kualitas 
Dan Fasilitasi Penanganan 
Konflik Sosial 

95,08% 100% 4,92% 4,92% 

6 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

94,90% 100% 5,10% 5,10% 

Sumber :  Badan Kesbangpol Kab. Temanggung 2025 

C. Prestasi Dan Penghargaan 

Prestasi dan penghargaan yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Penghargaan Bupati Temanggung atas prestasi dalam Akuntabilitas 

Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat BB  

2. Penghargaan Keberhasilan Pengukuran Indeks harmoni Tahun 2025. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung 

Adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka 

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan 

efisien.  

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagian sudah 

dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu 

akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. 

Berdasarkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja 

bisa dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Temanggung mendapatkan nilai sangat tinggi untuk capaian indikator 

kinerja utama yaitu 100% dan katagori sangat memuaskan capaian 

realisasi anggaran yaitu 96,79%.  

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang  

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bankesbangpol 

Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain : 

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada 

Bankesbangpol Kabupaten Temanggung sehingga lebih efektif dalam 

menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan 

pembangunan. 

2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan 

pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan 

pembangunan. 

3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu 

pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan dalam penyusunan kebijakan; 
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5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi                           

dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan 

penyelesaian kegiatan lain. 

 Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2025 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 
 
 

TRI RAHARJO, S.IP., M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 197012231990091001 
 



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email: kesbangtemanggung672@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MМ

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
: SUMARLINAH, S. Sos, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
: DJOKO PRASETYONO,S.Sos,MM

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

SEKRETARIS BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMARLINAH 6.Sos, M.Si
Pembina TkI

DJOKO PRASETYONO,SSos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002 NIP. 19731008 199203 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313

email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dan

Nama : SRI WIDADA, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJOKO PRASETYONO,S.Sos,MM

Jabatan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

[reDJOKO PRASETYONO,S.Sos, Mм
Pembina Utema Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KABID KESATUAN BANGSA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI WIDADA, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 197203271998031006
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313

email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dan

Nama : EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Jabatan KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
: DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

yveDJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KABID POLITIK DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

си
EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Jabatan KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

ne
DJOKO PRASÉTYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KABID POLITIK DAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Сени
EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH RETNO ARINI, SE

Jabatan: KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Jabatan: SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUMARLINAH, $.Sos, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19731008 199203 2 001

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

DYAH RETNO ARINI, SE

Penata Tk I

NIP. 19850127 200903 2 009



Lampiran Perjanjian Kinerja

No

1

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran Strategis

2

Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Target

3 4

10 laporan

13 laporan

Tersusun dan

terlaporkannya dokumen
perencanaan

Terverifikasinya laporan

pertanggungjawaban
keuangan

Terlaksananya
pengelolaan administrasi

keuangan perangkat
daerah

13 laporan

NO PROGRAM KEGIATAN
1. PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTТА

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp. 4.062.140.885,00

Pihak Kedua

Sekretaris Badan Kesatuan Bahgsa dan Politik

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19731008 199203 2 001

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

AneDYAH RETNO ARINI, SE
Penata Tk

NIP. 19850127 200903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313

email : kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: TAUFIK WALHIDAYAH, S.Kom., MM

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Jabatan: SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak kgdKedua

Sekretaris Badan Kesauan Bangsa dan Politik

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembima Tk. 1

NIP. 19731008 199203 2 001

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian

TonTAUFIK WALHIDAYAH, S.Kom., MM
Penata

NIP. 19801230 200312 1 003



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

1 2 3 4 5
1 Persentase ketersediaan

administrasi umum

/Kepegawaian dan jasa

penunjang perangkat daerah

Tersedianya administrasi,

dokumen dan pelaporan
kepegawaian

100 %

100 %

Terlaksananya pengelolaan
Barang Milik Daerah

Terselenggaranya kegiatan jasa

penunjang perangkat daerah

100% %

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kab/kota

Adminstrasi umum Perangkat
Daerah 127.675.000

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

215.000.000

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
Pemda

62.500.000

Pihak Kedua

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A
SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19731008 199203 2 001

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian

TAUFIK WALHIDAYAH, S.Kom., MM

Penata

NIP. 19801230 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313

email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI SUNARSO, SE

Jabatan : AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI WIDADA, S.Sos, MM

Jabatan: KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kabid Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SRI WIDADA, S.Sos, MM
Pembina

NIP. 197203271998031006

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

ly
EDI SUNARSO, SE

Penata Tk I

NIP. 19730509 200801 1 003



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran StrategisNo.

(1) (2)
1.

tertanganinya konflik dan keamanan
daerah

Persentase terdeteksi dan

Indikator Kinerja

(3)
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi di

Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama

Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Tersedianya laporan hasil monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan dini, kerjasama inteligen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

Target

(4)

2 kegiatan

2 kegiatan

NO

1.

PROGRAM

PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN

FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Pihak Kedua

Kabid Kesatuan Bangsa

SRI WIDADA, S.Sos, MM

NIP. 197203271998031006

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

Fela
EDI SUNARSO, SE

NIP. 19730509 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email : kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SAPTO RURUH SULISTYAWARNI

Jabatan : AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kabid Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Дисий
EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebiakan

Dra. SAPTO RURUH SULISTYAWARNI
Pembina

NIP. 19680407 200012 2 003



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran StrategisNo.

(1) (2)
1 Meningkatnya Pelaksanaan

pendidikan masyarakat dalam
Politik

Indikator Kinerja

(3)

Target

(4)

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang pendaftaran
Ormas, pemberdayaan Ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa Ormas.

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

12 kegiatan

NO

1.

PROGRAM

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Pihak Kedua

Kabid Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

били
EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

HaM

Dra. SAPTO RURUH SULISTYAWARNI

Pembina

NIP. 19680407 200012 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email : kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNDOYO, S.Sos, MM

Jabatan : AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Jabatan: KEPALA BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kabid Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ката
EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

SUNDOYO, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19681121 199010 1 001



Lampiran Perjanjian Kinerja

No.

(1)
1

NO

1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran Strategis

Meningkatnya

(2)
Pelaksanaan

pendidikan masyarakat dalam Politik

Indikator Kinerja
(3)

Jumlah Kegiatan di Bidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Politik di Daerah

Target
(4)

4 kegiatan

PROGRAM

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Pihak Kedua

Kabid Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

SUNDOYO, S.Sos. MM

Pembina

NIP. 19681121 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313

email: kesbangtemanggung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NA'IMATUL MUNAWAROH, S.Ag

Jabatan : AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI WIDADA, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kabid Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SRI WIDADA, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 197203271998031006

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

putne
NA'IMATUL MUNAWAROH, S.Ag

Penata Tk I

NIP. 19690616 200801 2 014



Lampiran Perjanjian Kinerja

No.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran Strategis
(1)

Presentase1.

2.

(2)
penguatan ideologi

Pancasila dan karakter kebangsaan

Persentase pembinaan dan

pengembangan ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Indikator Kinerja

(3)
Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah

Target
(4)

2 kegiatan

3 kegiatan

NO

1.

2.

PROGRAM

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI

PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

KEGIATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Pihak Kedua

Kabid Kesatuan Bangsa

SRI WIDADA, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 197203271998031009

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ahli Muda Analis Kebijakan

Ppale
NA'IMATUL MUNAWAROH, S.Ag

Penata Tk I

NIP. 19690616 200801 2 014



















































































































































I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

Program Penguatan Ideologi 
Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan

Indikator kinerja 

Persentase penguatan ideologi 

Pancasila dan karakter 

kebangsaan

100 %
Meningkatnya  

wawasan 

kebangsaan dan 

Ideologi Pancasila

v v v v v v v v

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan pemantapan 
pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan

Jumlah  Kebijakan Teknis dan 
pemantapan pelaksanaan 
Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan

2 Doku
men

 Penyusunan 
Kebijakan  Teknis dan 

pemantapan 
pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila 

dan Karakter 
Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 
yang Disusun

2 Dokum
en

Pelaksanaan sosialisasi 
wawasan kebangsaan

Terlaksananya 
sosialisasi 
wawasan 
kebangsaan 
masyarakat

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

 v  v  v

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan

350 orang Seleksi Administrasi 
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

 v

Seleksi Pancasila dan 
Wawasan Kebangsaan  
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi   Pancasila 
dan Wawasan 
Kebangsaan  
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Seleksi Inteligensia 
Umum  Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi Inteligensia 
Umum 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Seleksi Kesehatan  
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi Kesehatan 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Seleksi Parade 
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi Parade 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

100 100Meningkatnya 
deteksi dini potensi 

konflik di 
masyarakat

1. 100 100

 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Seleksi Peraturan Baris-
berbaris (PBB)  
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi Peraturan 
Baris-berbaris 
(PBB) 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Seleksi Kesamaptaan  
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi 
Kesamaptaan  
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Seleksi Kepribadian  
Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya 
Seleksi 
Kepribadian 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan Anggota 
Paskibraka

Telaksananya 
Kegiatan 
Pendidikan dan 
Pelatihan Anggota 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Pelaksanaan Upacara 
Pengibaran dan 
Penurunan Bendera 
HUT RI

Terlaksanannya 
Pelaksanaan 
Upacara 
Pengibaran dan 
Penurunan 

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v

Program Peningkatan Peran 
Partai Politik dan Lembaga 
Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik dan 
Pengembangan Etika serta 
Budaya Politik

Persentase pelaksanaan 

pendidikan politik kepada 

masyarakat

100 %

Meningkatnya 

demokrasi 

melalui 

pendidikan politik

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

Perumusan Kebijakan 
Teknis Dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Kebijakan Teknis Dan 
Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik

10 Doku
men

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/ Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah yang 
Disusun

10 dokum
en

Pengiriman LPJ Banpol 
tahun sebelumnya ke 
BPK RI Jawa Tengah

Terkirimnya LPJ 
Banpol tahun 
sebelumnya ke 
BPK RI Jawa 
Tengah

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

v

100 100Meningkatnya 
deteksi dini potensi 

konflik di 
masyarakat

1. 100 100



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Verifikasi Proposal 
Banpol tahun 
bersangkutan

Proposal banpol 
telah diverifikasi

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

v

Pengajuan dan 
pemberian Bantuan 
Politik kepada 10 
Parpol

Banpol tersalurkan 
ke 10 parpol

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

v

Penyampaian 
Pendidikan Politik

Peningkatan 
wawasan 
masyarakat akan 
politik dan 
demokrasi

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

v v v

Program Pemberdayaan 
Organisasi Kemasyarakatan

Presentase ormas yang 
mendapat pembinaan 19 %

Meningkatnya 

ormas yang 

berdaya

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidamg Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah

11 lapora
n

Melayani pendaftaran 
ormas

Terlayaninya 
pendaftaran ormas

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

v v v v v v v v v v v v

Pembinaan ormas Ormas mendapat 
pembinaan

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN

V V V V V V

100 100Meningkatnya 
deteksi dini potensi 

konflik di 
masyarakat

1. 100 100



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya

Jumlah konflik SARA 8 Kejadi
an

Meningkatnya 

kerukunan 

agama,  

budaya,suku, dan 

kondisi sosial 

ekonomi yang 

kondusif

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

Perumusan Kebijakan 
Teknis Dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial 

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidamg Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Kerukunan Umat Breragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah

100 orang Belanja Hibah Forum 
Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) 
Kabupaten 
Temanggung

Terfasilitasinya 
Belanja Hibah 
Forum Kerukunan 
Umat Beragama 
(FKUB) Kabupaten 
Temanggung

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

V V V

Program Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Peningkatan Kualitas dan 
Fasilitasi Penanganan 
Konflik Sosial

Persentase koordinasi deteksi 
dini konflik di
masyarakat

100 %

Meningkatnya 

koordinasi dalam 

deteksi dini

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pelaksanaan 
Pemantapan Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan 
Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelejen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah

100 orang Terfasilitasinya 
Kegiatan 
Forkopimda

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v v v v v v v v v v v v

84 Kegiat
an

Monitoring 
Kewaspadaan Dini 
Daerah

Terlaksananya 
Monitoring 
Kewaspadaan Dini 
Daerah

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v v v v v v v v v v

100 100Meningkatnya 
deteksi dini potensi 

konflik di 
masyarakat

1. 100 100



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah

10 Lapora
n

Kegiatan Pengumpulan 
Informasi Peredaran 
Barang Kena Cukai 
Ilegal

Terlaksananya 
Kegiatan 
Pengumpulan 
Informasi 
Peredaran Barang 
Kena Cukai Ilegal

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN 

BANGSA

v v v v v v v v v v

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan 
administrasi keuangan, umum 
dan jasa penunjang perangkat 
daerah 

100 % Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
keuangan, 
administrasi 
umum dan 

SEKRETARIS

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan

12 paket Pembelian Komponen 
Iampu, kabel, dan alat 
listrik lainnya

Tercukupinya 
kebutuhan Iampu, 
kabel, dan alat 
listrik lainnya

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

8 paket Pengadaan kursi rapat Tersedianya kursi 
rapat

SEKRETARIS V V

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

12 paket Pembelian ATK, kertas, 
alat dan bahan 
pembersih

Tersedianya kursi 
rapat  ATK, kertas, 
alat dan bahan 
pembersih

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan

12 paket Pembelian barang 
cetak, fotocopy

Terpenuhi 
kebutuhan cetak 
dan fotocopy 
dokumen

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

12 lapora
n

Penyediaan makan 
minum tamu dan rapat

Terpenuhinya 
makan minum 
rapat dan tamu

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

12 lapora
n

Penyediaan 
adminstrasi dan 
pelaksanaan 
perjalanan dinas

Terlaksananya 
perjalanan dinas

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah

SEKRETARIS

Penyediaan jasa Komunikasi 
Sumber Daya Air, dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  
Jasa  Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan

12 lapora
n

Pembayaran tagihan 
listrik, telepon, air, 
internet

Terbayarnya 
langganan listrik, 
telepon, air, 
internet

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

100 100

Meningkatknya 

kualitas tata 

kelola 

perangkat 

daerah dalam 

pelayanan 

publik

100 100 100 100

Meningkatnya 
deteksi dini potensi 

konflik di 
masyarakat

1. 100 100



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

NO SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

(%) PROGRAM, KEGIATAN, DAN 
SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI OUTPUT

KETERA 
NGANI II III IV

3 6 11

Outcome
PENANGGUNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

12 lapora
n

Pelaksanaan jasa 
pemeliharaan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor

Peralatan dan 
perlengkapan 
kantor dalam 
kondisi baik

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Jumlah   Laporan   Penyediaan   
Jasa   Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

12 lapora
n

Pembayaran honor 
tenaga keamanan dan 
kebersihan

Honor tenaga 
keamanan dan 
kebersihan 
terbayarkan

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemda

SEKRETARIS

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau lapangan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

12 unit Pembayaran pajak 
kendaraan, servis 
kendaraan dan suku 
cadang kendaraan

Kendaraan dalam 
kondisi baik dan 
pajak telah 
terbayarkan

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

3 unit Pelaksanaan 
pemeliharaan 
bangunan kantor

Gedung dan 
bangunan kantor 
dalam kondisi baik

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau           
Bangunan           Lainnya           
yang Dipelihara/Direhabilitasi

10 unit Pelaksanaan 
pemeliharaan sarpras 
pendukung kantor

Sarpras kantor 
dalam kondisi baik

SEKRETARIS v v v v v v v v v v v v

Temanggung, 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.

NIP.197211261992031002

Meningkatknya 

kualitas tata 

kelola 

perangkat 

daerah dalam 

pelayanan 

publik

100 100 100 100



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

Meningkatnya deteksi 
dini potensi konflik di 
masyarakat

Program Penguatan Ideologi Pancasila 
dan Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
pemantapan pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan yang Disusun

2 Dokumen Pelaksanaan sosialisasi 
wawasan kebangsaan

Terlaksananya 
sosialisasi wawasan 
kebangsaan masyarakat

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

 v  v  v

 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan

350 orang Seleksi Administrasi 
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

 v

Seleksi Pancasila dan 
Wawasan Kebangsaan  
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi   
Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan  
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Inteligensia 
Umum  Pembentukan 
Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Inteligensia Umum 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Kesehatan  
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Kesehatan 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Parade 
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Parade Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Peraturan Baris-
berbaris (PBB)  
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Peraturan Baris-berbaris 
(PBB) Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Kesamaptaan  
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Kesamaptaan  
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Seleksi Kepribadian  
Pembentukan Paskibraka

Terlaksanannya Seleksi 
Kepribadian 
Pembentukan 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Anggota 
Paskibraka

Telaksananya Kegiatan 
Pendidikan dan 
Pelatihan Anggota 
Paskibraka

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

3 6 11

I II III IV

JADWAL KEGIATAN

KETERA 
NGAN

 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO SASARAN

TARGET 
KINERJA 

SASARAN
(%)

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB 
KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN TARGET 
KEGIATAN

RENCANA AKSI OUTPUT OUTCOME PENANGGUNG JAWAB



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 123 6 11

I II III IV

JADWAL KEGIATAN

KETERA 
NGAN

NO SASARAN

TARGET 
KINERJA 

SASARAN
(%)

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB 
KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN TARGET 
KEGIATAN

RENCANA AKSI OUTPUT OUTCOME PENANGGUNG JAWAB

Pelaksanaan Upacara 
Pengibaran dan 
Penurunan Bendera HUT 
RI

Terlaksanannya 
Pelaksanaan Upacara 
Pengibaran dan 
Penurunan Bendera 
HUT RI

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Program Peningkatan Peran Partai 
Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik dan Pengembangan 
Etika serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis Dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan Situasi Politik

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ 
Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah yang Disusun

10 dokumen Pengiriman LPJ Banpol 
tahun sebelumnya ke 
BPK RI Jawa Tengah

Terkirimnya LPJ Banpol 
tahun sebelumnya ke 
BPK RI Jawa Tengah

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

v

Verifikasi Proposal 
Banpol tahun 
bersangkutan

Proposal banpol telah 
diverifikasi

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN v

Pengajuan dan 
pemberian Bantuan 
Politik kepada 10 Parpol

Banpol tersalurkan ke 
10 parpol

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI v

Penyampaian Pendidikan 
Politik

Peningkatan wawasan 
masyarakat akan politik 
dan demokrasi

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN v v v

Program Pemberdayaan Organisasi 
Kemasyarakatan

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidamg Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

11 laporan Melayani pendaftaran 
ormas

Terlayaninya 
pendaftaran ormas

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN

v v v v v v v v v v v v

Pembinaan ormas
Ormas mendapat 

pembinaan

KEPALA BIDANG 
POLITIK DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN v v v v v v

Program Pembinaan dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 123 6 11

I II III IV

JADWAL KEGIATAN

KETERA 
NGAN

NO SASARAN

TARGET 
KINERJA 

SASARAN
(%)

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB 
KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN TARGET 
KEGIATAN

RENCANA AKSI OUTPUT OUTCOME PENANGGUNG JAWAB

Perumusan Kebijakan Teknis Dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

Pelaksanaan Koordinasi di Bidamg 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Kerukunan Umat Breragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah

100 orang Belanja Hibah Forum 
Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) 
Kabupaten Temanggung

Terfasilitasinya Belanja 
Hibah Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) 
Kabupaten Temanggung

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v

Program Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah

100 orang Terfasilitasinya Kegiatan 
Forkopimda

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v v v v v v v v v v v v

84 Kegiatan Monitoring Kewaspadaan 
Dini Daerah

Terlaksananya 
Monitoring 
Kewaspadaan Dini 
Daerah

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v v v v v v v v v v

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di 
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah

10 Laporan Kegiatan Pengumpulan 
Informasi Peredaran 
Barang Kena Cukai Ilegal

Terlaksananya Kegiatan 
Pengumpulan Informasi 
Peredaran Barang Kena 
Cukai Ilegal

 KEPALA BIDANG 
KESATUAN BANGSA

v v v v v v v v v v

Meningkatknya 

kualitas tata 

kelola perangkat 

daerah dalam 

pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan

12 paket Pembelian Komponen 
Iampu, kabel, dan alat 
listrik lainnya

Tercukupinya kebutuhan 
Iampu, kabel, dan alat 
listrik lainnya

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 123 6 11

I II III IV

JADWAL KEGIATAN

KETERA 
NGAN

NO SASARAN

TARGET 
KINERJA 

SASARAN
(%)

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB 
KEGAIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN TARGET 
KEGIATAN

RENCANA AKSI OUTPUT OUTCOME PENANGGUNG JAWAB

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

8 paket Pengadaan kursi rapat Tersedianya kursi rapat

Sekretaris

v

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan

12 paket Pembelian ATK, kertas, 
alat dan bahan 
pembersih

Tersedianya kursi rapat  
ATK, kertas, alat dan 
bahan pembersih

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

12 paket Pembelian barang cetak, 
fotocopy

Terpenuhi kebutuhan 
cetak dan fotocopy 
dokumen

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu

12 laporan Penyediaan makan 
minum tamu dan rapat

Terpenuhinya makan 
minum rapat dan tamu

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

12 laporan Penyediaan adminstrasi 
dan pelaksanaan 
perjalanan dinas

Terlaksananya 
perjalanan dinas

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Sekretaris
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya 
Air, dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

12 laporan Pembayaran tagihan 
listrik, telepon, air, 
internet

Terbayarnya langganan 
listrik, telepon, air, 
internet

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan

12 laporan Pelaksanaan jasa 
pemeliharaan peralatan 
dan perlengkapan kantor

Peralatan dan 
perlengkapan kantor 
dalam kondisi baik

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah   Laporan   Penyediaan   
Jasa   Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

12 laporan Pembayaran honor 
tenaga keamanan dan 
kebersihan

Honor tenaga keamanan 
dan kebersihan 
terbayarkan

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemda

Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
lapangan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

12 unit Pembayaran pajak 
kendaraan, servis 
kendaraan dan suku 
cadang kendaraan

Kendaraan dalam 
kondisi baik dan pajak 
telah terbayarkan

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

3 unit Pelaksanaan 
pemeliharaan bangunan 
kantor

Gedung dan bangunan 
kantor dalam kondisi 
baik

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau           
Bangunan           Lainnya           yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

10 unit Pelaksanaan 
pemeliharaan sarpras 
pendukung kantor

Sarpras kantor dalam 
kondisi baik

Sekretaris

v v v v v v v v v v v v

Temanggung, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.
NIP.197211261992031002





POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis

Sasaran Program

Program 1 Program 4 Program 2 Program 3

 Sinergitas antara 
pemerintah dan 

masyarakat
Pengaktifan FKUB 

Sosialisasi 
pencegahan 
penggunaan 

narkoba

Pemantauan 
stabilitas di bidang 
ekonomi, sosial, 

dan budaya

Pembinaan 
dan 

Pengawasan 
Penghayat 

aliran 
Kepercayaan

Peningkatan 
partisipasi/ 

tanggungjawab 
masyarakat 

dalam berpolitik

Komunikasi yang baik 
dengan TNI, Polri, 

Kejaksaan

Penerapan nilai2 
agama, budaya dan 
adat istiadat dalam 

masyarakat

Koordinasi bersama 
forkompimda dan 

forkompimcam

Pengaktifan tim 
kewaspadaan dini daerah

Crosscutting

Dindikpora, Dinkes, PMI, TNI, Polri, Kominfo TNI, Polri, Kejaksaaan, DPRD             DPRD

Bag Hukum Setda, DPRD Kecamatan, BNPT

Dindikpora, Bappeda, BKPSDM, BPS

Program 5

(Persentase potensi konflik yang 
ditindaklanjuti)

Meningkatnya deteksi 
dini potensi konflik di 

masyarakat

Crosscutting Crosscutting

Penyusunan 
kurikulum wawasan 

kebangsaan
Pelatihan Paskibraka

Upacara peringatan 
hari besar

Pembentukan Duta 
Pancasila

Penyusunan Perbup/ 
Surat Keputusan 
Bupati tentang 

pendidikan Pancasila 
dan wawasan 
kebangsaan

Pembentukan 
Paskibraka

Fasilitasi kegiatan 
bersama antar 

etnis

Perluasan 
jangkauan 
sosialisasi 

pendidikan politik

Pelaksanaan 
sosialisasi

Pembinaan Generasi 
muda Pancasila

Pembinaan 
Pembauran 
Kebangsan

Peningkatan 
kualitas 

pelaksanaan  
pendidikan politik

Meningkatnya  wawasan 
kebangsaan dan Ideologi 

Pancasila

Meningkatnya 
koordinasi dalam 

deteksi dini

Terjaganya 
kerukunan agama,  
budaya,suku, dan 

kondisi sosial 

Meningkatnya demokrasi 
melalui pendidikan politik

Persentase 
penguatan ideologi 

Pancasila dan 
karakter kebangsaan

Persentase koordinasi deteksi 
dini konflik di masyarakat

Jumlah kejadian 
konflik SARA

Persentase 
pelaksanaan 

pendidikan politik

           BNN

Kemenag, FKUB

           Kejaksaan

Terwujudnya 
ormas yang 
berkualitas

Persentasae 
ormas yang 
mendapat 
pembinaan

Pendataan dan 
pendaftaran 

ormas

Pembinaan 
ormas

Pembentukan 
satgas anti 

premanisme

Crosscutting

Pembinaan 
generasi muda 
paham politik

Pembinaan kaum 
perempuan paham 
dan peduli politik



POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

TUJUAN

SASARAN

Eselon II

OUTCOME
Meningkatnya  wawasan 

kebangsaan dan Ideologi 

Pancasila

Meningkatnya demokrasi melalui 

pendidikan politik

Meningkatnya ormas yang 

berdaya

Meningkatnya kerukunan 

agama,  budaya,suku, dan 

kondisi sosial ekonomi yang 

kondusif

Meningkatnya koordinasi dalam 

deteksi dini

Eselon III Kabid Kesatuan Bangsa Kabid Politik dan Ormas Kabid Politik dan Ormas Kabid Kesatuan Bangsa Kabid Kesatuan Bangsa 

Indikator kinerja 

Persentase penguatan ideologi 

Pancasila dan karakter 

kebangsaan

Indikator kinerja 

Persentase pelaksanaan pendidikan 

politik kepada masyarakat

Indikator kinerja

Persentasae ormas yang 

mendapat pembinaan 

Indikator kinerja : 

Jumlah kejadian konflik SARA

Indikator kinerja

Persentase koordinisasi deteksi 

dini konflik di masyarakat

OUTPUT 

(Kegiatan)

Tersusunnya kebijakan teknis 

dan pemantapan pelaksanaan 

bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan

Tersusunnya kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/ pemilihan umum 

kepala daerah, serta pemantauan 

situasi politik

Tersusunnya Kebijakan Teknis

dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tersusunnya Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

Tersusunnya Kebijakan Teknis

dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial 

Eselon IV / 

Fungsional
Analis Kebijakan Ahli Muda 

Bidang Kesatuan Bangsa

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang 

Politik Ormas

Analis Kebijakan Ahli Muda 

Bidang Politik Ormas

Analis Kebijakan Muda Bidang 

Kesatuan Bangsa

Analis Kebijakan Muda Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Bidang 

Politik Ormas

Indikator kinerja 

Dokumen pelaksanaan bidang 

Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan

Indikator kinerja  Dokumen 

pelaksanaan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi politik

Indikator kinerja 

Dokumen  Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

Indikator kinerja 

Dokumen Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

Indikator kinerja 

Dokumen Pelaksanaan  

Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik 

Sosial

OUTPUT  (sub 

kegiatan)

Terlaksananya koordinasi di di 

Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya penyusunan bahan 

perumusan kebijakan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/ pemilihan umum 

kepala daerah, serta pemantauan 

situasi politik di daerah

Terlaksananya monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di 

bidang pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas, dan ormas 

asing di daerah

Terlaksananya koordinasi di 

bidang ketahanan ekonomi, 

sosial, budaya, dan fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat 

kepercayaan di Daerah

Terlaksananya koordinasi dan 

monitoring di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama 

intelejen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan 

lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta 

penanganan konflik di daerah

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu

Penyelenggar

aan Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD

Penyediaan 

jasa 

Komunikasi 

Sumber Daya 

Air, dan 

Listrik

Penyediaan 

Jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

lapangan

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/  

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

Staf /

 Pelaksana Staf bidang Kesatuan Bangsa Staf Bidang Politik Ormas Staf Bidang Politik Ormas Staf bidang Kesatuan Bangsa Staf bidang Kesatuan Bangsa

Indikator kinerja 

Jumlah orang yang mengikuti 

koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, 

Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

Indikator kinerja

Jumlah kebijakan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/ pemilihan umum 

kepala daerah, serta pemantauan 

situasi politik di daerah 

Indikator kinerja 

Jumlah laporan hasil monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang 

pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas, dan ormas 

asing di daerah

Indikator kinerja 

Jumlah orang yang mengikuti 

koordinasi di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, dan 

fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat 

kepercayaan di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama 

intelejen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan 

lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan 

konflik di daerah

Indikator 

Kinerja:

Jumlah         Paket         

Komponen         

Instalasi

Listrik/Peneranga

n    Bangunan    

Kantor    yang 

Disediakan

Indikator Kinerja:

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Indikator 

Kinerja:

Jumlah   Paket   

Bahan   

Logistik   

Kantor   yang

Disediakan

Indikator 

Kinerja:

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

yang Disediakan

Indikator 

Kinerja:

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu

Indikator 

Kinerja:

Jumlah      

Laporan      

Penyelenggar

aan      Rapat 

Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Indikator 

Kinerja:

Jumlah  

Laporan  

Penyediaan  

Jasa  

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

Disediakan

Indikator 

Kinerja:

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 

dan

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Indikator 

Kinerja:

Jumlah   

Laporan   

Penyediaan   

Jasa   

Pelayanan

Umum Kantor 

yang 

Disediakan

Indikator Kinerja:

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Indikator Kinerja:

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang 

Dipelihara/Direhab

ilitasi

Indikator Kinerja:

Jumlah  Sarana  

dan  Prasarana  

Gedung  Kantor 

atau           

Bangunan           

Lainnya           yang

Dipelihara/Direha

bilitasi

Terwujudnya kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik

 Indikator kinerja : Persentase tertanganinya konflik di masyarakat

Penyediaan gaji dan 

tunjangan ASN

Indikator Kinerja:

Jumlah ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian

Indikator Kinerja:

Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 

Indikator Kinerja:

1. IKM Perangkat Daerah

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja:

Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintah daerah

Administrasi 
keuangan 

perangkat daerah

Indikator Kinerja;

Jumlah laporan  

administrasi 

keuangan  perangkat 

daerah yang tersedia

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja:

Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah

Indikator Kinerja:

Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintah daerah

Kepala Badan Kepala  Badan

Sekretaris

Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat

Indikator Kinerja 

(Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti )

Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik

Kasubag Perenkeu Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Perenkeu Kasubag Umum Kepegawaian Kasubag Umum Kepegawaian

Staf Perenkeu Staf Umpeg dan Perenkeu Staf Umpeg Staf Umpeg



PERANGKAT DAERAH : KESBANGPOL

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

1

Jumlah kejadian konflik SARA (IUP) kejadian 8 8 8 8 8 7 7 2

100,00

V

Jumlah Kejadian Konflik SARA Adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, penguatan sikap 

toleransi dan saling menghormati, penegakan hukum yang tegas, 

penerapan pendidikan karakter, serta pemeliharaan persatuan dan 

kesatuan

Adanya 

keberagaman 

budaya, adanya 

masyarakat yang 

belum memahami 

ajaran agamanya 

secara utuh 

sehingga 

menganggap 

golongannya yang 

paling benar

Mewujudkan 

interaksi sosial 

melalui kegiatan 

sosial 

kemasyarakatan 

dan keagamaan 

guna harmonisasi 

elemen masyarakat 

2

Indeks Harmoni angka n.a 6,72 6,79 6,86 6,93 7 7,07 6,72

100,00 V

Pengukuran menggunakan 4 dimensi 

yaitu Dimensi Ekonomi, Sosial, 

Budaya, dan Keberagaman, yang 

diuraiakan menjadi 8 variabel 

penilaian

Nilai-nilai sosial dan budaya seperti toleransi dan gotong royong, struktur 

sosial yang adil dan inklusif, pembangunan infrastruktur yang merata, 

kebijakan pemerintah yang pro-harmoni, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan

Timbulnya 

Ketidaksetaraan 

sosial ekonomi 

masyarakat, 

keragaman budaya, 

perbedaan nilai dan 

keyakinan dalam 

beragama

Melaksanakan 

pemantauan 

berkelanjutan atas 

dimensi Indeks 

Harmoni, agar 

pemerintah

daerah dapat 

menyesuaikan 

strategi 

pembangunan 

ekonomi, sosial, 

2 100,00

1 Nilai IKM Perangkat Daerah Na 83,25 87,56 88,17 88,78 89,39 90 81,790 98,25 V

Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM 

Bagian. Dengan rumus SKM=(total 

nilai per unsur/total unsur yang 

terisi) x nilai penimbang.

1. Kualitas pelayanan publik yang meningkat melalui 

penerapan SOP dan standar pelayanan yang jelas.

 2. Kompetensi dan responsivitas pegawai yang baik.

 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, 

seperti aplikasi dan sistem digital.

 4. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan 

kepuasan masyarakat.

 5. Fasilitas pelayanan yang memadai dan mudah diakses 

masyarakat.

Kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

dalam mengisi 

kuesioner

Melakukan 

pendampingan 

kepada 

masyarakat saat 

pengisian 

kuesioner

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Na 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,800 100,00 V

Hasil evaluasi AKIP yang 

dilakukan oleh KemenpanRB 

atas 4 komponen yaitu 

perencanaan kinerja (30%) 

pengukuran kinerja (30%), 

pelaporan kinerja (15%), 

evaluasi akuntabilitas kinerja 

internal (25%)

1. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam 

menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil.

 2. Dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan 

RPJMD dan Renstra.

 3. Pelaporan kinerja yang tepat waktu dan sesuai pedoman 

KemenpanRB.

 4. Tersedianya data capaian kinerja yang valid dan terukur.

 5. Koordinasi dan pendampingan aktif dari Inspektorat 

serta Bappeda.

1. Masih 

lemahnya 

keterkaitan 

antara 

perencanaan, 

penganggaran, 

dan pelaporan.

 2. Kualitas data 

kinerja belum 

sepenuhnya 

Upaya 

peningkatan 

kinerja 

dilakukan 

melalui 

penguatan 

kapasitas SDM, 

penyelarasan 

perencanaan–pe

nganggaran–pel

3
Persentase tertanganinya konflik di 

masyarakat
% 100 100 100 100 100 100 100

100 100,00 V

Jumlah Konflik yang tertangani dibagi 

Jumlah Konflik keseluruhan dikali 

100%

Terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik
Munculnya ego 

sektoral dari 

berbagai pihak 

dalam penyelesaian 

konflik 

Koordinasi dan 

Optimalisasi tim 

kewaspadaan dini 

daerah

3

3

4
Persentase potensi konflik yang 

ditindaklanjuti
% n.a 100 100 100 100 100 100

100 100,00 V

Jumlah data potensi konflik yang 

ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah 

data konflik yang masuk dikalikan 

100%

Terjalin kerjasama yang baik dalam pencegahan dini, identifikasi, dan 

mediasi terhadap segala macam isu/laporan yang memicu timbulnya 

konflik

Kurangnya pelatihan 

khusus (seperti 

pelatihan intelijen) 

dapat menghambat 

efektifitas deteksi 

dini potensi konflik

Koordinasi 

meredam potensi 

konflik, 

membangun sistem 

deteksi dini 

pencegahan 

timbulnya konflik.

8

8

Program Penguatan 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan

Meningkatnya wawasan 

kebangsaan dan Ideologi 

Pancasila

1
Persentase penguatan ideologi Pancasila 

dan karakter kebangsaan
% 100 100 100 100 100 100 100

100 100,00 V

Jumlah masyarakat yang meningkat 

pemahaman wawasan kebangsaan 

dibagi jumlah masyarakat yang diberi 

pembinaan dikali 100%

Banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan wawasan 

kebangsaan kepada masyarakat

Menurunnya 

nasionalisme 

sehingga banyak 

yang kurang tertarik 

dengan wawasan 

kebangsaan

Penguatan 

penyampaian 

pemahaman 

wawasan 

kebangsaan dan 

ideologi Pancasila

1102

1102

 Program Peningkatan 

Peran Partai Politik dan 

Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan 

Politik dan 

Pengembangan Etika 

serta Budaya Politik 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

ASPEK PELAYANAN UMUM

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD

Rumus Pengahitungan 

Indikator
Faktor Pendorong

Faktor 

Penghambat

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Upaya 

Percapaian 

Target Kinerja 

Tahun 2025

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja Realisasi Kinerja 
Capaian s.d 

TW IV 2025

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

jumlah masyarakat yang diberi pembinaan

Jumlah data konflik yang masuk 

INDIKATOR PROGRAM

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Jumlah Konflik yang tertangani

Jumlah Konflik keseluruhan

Jumlah data potensi konflik yang ditindaklanjuti



 Meningkatnya demokrasi 

melalui pendidikan 

politik  

2
 Persentase pelaksanaan pendidikan 

politik kepada masyarakat 
% 100 100 100 100 100 100 100

210 100,00 V

Jumlah pendidikan politik yang 

dilaksanakan dibagi jumlah 

pendidikan politik yang direncanakan 

Banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan 

politk kepada masyarakat

Menurunnya minat 

masyarakat 

terhadap 

Penguatan 

penyampaian 

pendidikan politik 

21

10

 Program Pemberdayaan 

dan Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

 Meningkatnya ormas 

yang berdaya  
3

 Persentasae ormas yang mendapat 

pembinaan 
% 18,18 19 20 23 26 29 32

31,25 100,00 V

Jumlah ormas yang mendapatkan 

pembinaan dibagi jumlah ormas 

keseluruhan dikali 100%

Antusiasme yang baik dari organisasi masyarakat untuk mengikuti 

kegiatan

Adanya ormas yang 

berpindah 

sekretariatan dan 

berganti nomor 

Optimalisasi 

pelaksanaan 

pemberdayaan 

ormas
60

192

 Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi. 

Sosial. Budaya 

 Meningkatnya 

kerukunan agama. 

budaya. suku. dan 

kondisi sosial ekonomi 

yang kondusif 

4  Jumlah kejadian konflik SARA  kejadian 1 8 8 8 8 7 7

2

100,00

v

Jumlah kejadian konflik Suku Agama 

Ras (SARA)

Adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, penguatan sikap 

toleransi dan saling menghormati, penegakan hukum yang tegas, 

penerapan pendidikan karakter, serta pemeliharaan persatuan dan 

kesatuan

Adanya 

keberagaman 

budaya, adanya 

masyarakat yang 

belum memahami 

ajaran agamanya 

secara utuh 

sehingga 

menganggap 

golongannya yang 

paling benar

Mewujudkan 

interaksi sosial 

melalui kegiatan 

sosial 

kemasyarakatan 

dan keagamaan 

guna harmonisasi 

elemen masyarakat 

 Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik 

Sosial 

 Meningkatnya koordinasi 

dalam deteksi dini 
5

Persentase koordinasi deteksi dini 

konflik di masyarakat 
%  NA 100 100 100 100 100 100

150

100,00

v

Jumlah kegiatan koordinasi yang 

dilaksanakan/jumlah koordinasi yang 

direncanakan dalam satu tahun dikali 

seratus persen

Telah terjalin komunikasi yang baik dalam pertukaran informasi deteksi 

dini konflik di masyarakat, partisipasi aktif tim kewaspadaan dini daerah 

dan komunitas intelijen daerah

Penciptaan sistem 

yang terkoordinasi 

dengan baik antara 

forkompimda 

belum optimal

Melibatkan admin 

forkompimda dalam 

pengumpulan data, 

melaksanakan rapat 

koordinasi, forum 

diskusi, dan sistem 

pelaporan untuk 

meningkatkan 

kewaspadaan, serta 

memperkuat 

kolaborasi lintas 

sektor melalui 

dialog, forum, dan 

sistem peringatan 

dini

126

84

4 99,56 4 0 0 0 0

5 100,00 5 0 0 0 0

9 99,78 9 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status

Sangat Tinggi 91% ≤ 100% 100

Tinggi 76% ≤ 90%

Sedang 66% ≤ 75%

Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50%

JUMLAH  INDIKATOR KESBANGPOL RATA-RATA CAPAIAN KESBANGPOL

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Jumlah organisasi masyarakat keseluruhan

Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Golongan

Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang dilaksanakan 

Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang direncanakan
JUMLAH IKUPD

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM

Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan

jumlah pendidikan politik yang direncanakan

Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD



 

Organisasi

Sub Organisasi

BIDANG/ INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN K Rp(Renja) Rp(DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28

01.02 PRGOGRAM PENGUATAN 

IDEOLOGI PANCASILA DAN 

KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase penguatan 

ideologi Pancasila dan 

karakter kebangsaan

% 100 700.000.000 495.522.680 20,00 4.129.500 25 34.511.250 50 371.112.600 5,00 83.443.000 100 493.196.350 100 99,53

01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di 

Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan 

yang Disusun

dokumen 2 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1.2.201.4 Pelaksanaan Koordinasi di 

Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, 

Bineka Tunggal Ika dan 

Sejarah Kebangsaan

Orang 350 625.000.000 495.522.680 323 4.129.500 526 34.511.250 0 371.112.600 253 83.443.000 1.102 493.196.350 100,00 99,53

100,00 99,53

Predikat Sangat Tinggi

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN 

PERAN PARTAI POLITIK 

DAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA 

SERTA BUDAYA POLITIK

100 1.528.595.335 1.874.832.100 1.956.000 2.520.600 1.817.819.500 100 1.870.533.600 100 99,77

Persentase pelaksanaan 

pendidikan politik

% 100 30,00 60,00 100 100,00 100,00 100

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

EVALUASI HASIL RKPD

TAHUN 2025

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE SATUAN KETI II III IV
TARGET 2025

REALISASI PER TRIWULAN
REALISASI 2025 CAPAIAN 2025

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 

javascript:window.print();


8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan 

Perumusan Kebijakan di 

Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan 

dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/ Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah yang Disusun

dokumen 12 1.528.595.335 1.874.832.100 3 1.956.000 3 2.520.600 4 1.817.819.500 2 48.237.500 12 1.870.533.600 100,00 99,77

100,00 99,77

Predikat Tinggi

8.01.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

20.000.000 80.000.000 0 0 0 79.349.000         79.349.000 100,00 99,19

Persentase ormas yang 

mendapatkan pembinaan

% 16,67 20,98 23,78 25,87 31,25 31,25 100

8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring 

Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidamg Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang 

Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah

laporan 11 20.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0 11 79.349.000         11 79.349.000 100,00 99,19

100,00 99,19

Predikat Tinggi

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL, DAN BUDAYA

135.000.000 90.000.000 0 0 90.000.000 0 90.000.000 100 100

Jumlah Kejadian Konflik SARA kejadian 8 1 100 1 1 1 100

1

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 



8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di 

Bidamg Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Kerukunan Umat Breragama 

dan Penghayat Kepercayaan 

di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di 

Daerah

orang 120 135.000.000 90.000.000 30 0 30 0 30 90.000.000 30 0 120 90.000.000 100,00 100

100,00 100,00

Predikat Tinggi

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN 

KEWASPADAAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

DAN FASILITASI 

PENANGANAN KONFLIK 

SOSIAL

100 579.000.000 781.702.700 50 84.325.000 222.815.000 215.327.400 220.781.750 743.249.150 100 95,08

Persentase koordinisasi 

deteksi dini konflik di 

masyarakat 

% 100 75,67 100 100 100,00

8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelejen, 

Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di 

Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja 

Sama Intelijen, Pemantauan 

Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan 

antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah

orang 200 574.000.000 509.217.200 50 84.325.000 50 126.000.000 50 128.825.400 50 170.060.000 200 509.210.400       100,00 100,00

8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja 

Sama Intelijen, Pemantauan 

Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan 

antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah

laporan 72 5.000.000 272.485.500 0 0 33 96.815.000 22 86.502.000 17 50.721.750 72 234.038.750       100,00 85,89

100,00

Predikat Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 



8.01.01 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

100 655.175.000 3.267.441.237 30 56.564.136 29 72.522.640 29 83.916.927 110.287.689 120 3.100.872.877 100 94,90

8.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

2.931.618.287 2.777.581.485 100 94,75

8.01.01.2.05.01 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan

250.000.000

8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah         Paket         

Komponen         Instalasi

Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    yang 

Disediakan

paket 10 10.000.000 2.500.000 2 0 2 32.000 2 665.400 4 1.800.000 10 2.497.400 100,00 99,90

8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

paket 8 31.675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah   Paket   Bahan   

Logistik   Kantor   yang

Disediakan

paket 12 20.000.000 12.742.400 3 0 3 199.000 3 4.733.500 3 7.354.800 12 12.287.300 100,00 96,43

8.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan

yang Disediakan

paket 12 12.000.000 6.400.000 3 0 3 567.900 3 2.448.500 3 3.382.500 12 6.398.900 100,00 99,98

8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

laporan 12 18.000.000 14.510.000 3 1.500.950 3 390.050 3 6.296.800 3 5.736.500 12 13.924.300 100,00 95,96

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

laporan 12 45.000.000 29.142.500 3 7.572.500 3 6.157.297 3 5.295.500 3 10.086.100 12 29.111.397 100,00 99,89

8.01.01.2.08.02 Penyediaan jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air, dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  

Jasa  Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

laporan 12 30.910.400 21.230.950 3 3.869.250 3 3.422.176 3 4.014.083 3 3.874.285 12 15.179.794 100,00 71,50

8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

laporan 12 6.000.000 6.000.000 3 730.000 3 231.000 3 504.000 3 4.381.200 12 5.846.200 100,00 97,44

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan

Umum Kantor yang 

Disediakan

laporan 12 178.089.600 178.089.600 3 38.035.436 3 49.698.317 3 43.842.144 3 43.842.144 12 175.418.041 100,00 98,50

8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau lapangan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

unit 12 40.000.000 43.092.500 3 4.783.500 3 11.054.200 3 13.553.100 3 11.370.660 12 40.761.460 100,00 94,59



8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi

unit 2 6.000.000 15.000.000 1 72.500 0 687.500 0 119.500 1 14.062.500 2 14.942.000 100,00 99,61

8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana  Gedung  Kantor 

atau           Bangunan           

Lainnya           yang

Dipelihara/Direhabilitasi

unit 12 7.500.000 7.115.000 3 0 3 83.200 3 2.444.400 3 4.397.000 12 6.924.600 100,00 97,32

100,00 95,56

Predikat Sangat Tinggi

3.617.770.335 6.589.498.717 146.974.636 332.369.490 2.578.176.427 493.861.439 6.377.200.977

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 100,00 96,78

PREDIKAT Sangat Tinggi

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH 100,00

PREDIKAT Sangat Tinggi

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan 

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi yang dimiliki para pegawai, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu adanya Diklat Pejabat Pengadaan Barang /Jasa , perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

Dievaluasi :

Disusun : Temanggung,     Desember 2025

Temanggung,        Desember  2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T

Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

Jumlah 

NIP. 19720324 199203 1 003

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 



No. , 

2 

3 

SISTEM PENGAWASAN DAERAH (SIMWASDA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG 

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56216 

Telepon: (0293) 492422, Faximile: (0293) 491040 

Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com 

Laman: https://simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id 

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN 

LHE AKIP BANKESBANGPOL Tahun 2025 

Nomor Surat: R/114.LHEn00/003N/2025 

INFORMASI UMUM 
Nama Auditi : BANKESBANGPOL 
Alamat : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

--- .. T ---------- - ··- --· . ·- ·-, 

i 
I 
! 

Nomor Laporan Uralan Temuan i Rekomendasi 

Status 
..,---- --·- ·-···i 

! Tlndak ! 
Lanjut ' Keterangan 

------4·-·---·· --·-· -··----- -·--·- --· --·-·•·-· . -1-· - - · -
J _____ -

LHEAKIP 

BANKESBANGPOL Tahun 

2025 
R/114.LHE/700/003N/2025 

1 PERENCANAAN KINERJA 1 Dokumen Renstra l Seluruh dokumen perencanaan agar disahkan 

, dan Renja tahun berjalan sudah dlsahkan, ! dengan dilengkapi tanggal, tanda tangan dan 

I tertanggal dan bertanda tangan, namun belum di I stempel. BENTUK TLNYA: Lembar pengesahan 

! stempel I Dokumen Renstra dan Renja yang sudah 

· I dilengkapi tanggal, tanda tangan, dan stempel 

- ----- ·-------·-·,··-·----- --·- --------···--- ·-•---··-·----1----· ---- - ·--·- ·-· .. ·-- ------ --· 
I 2 Dokumen Renja dan Renstra sudah diunggah di j' Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan 

, PPID Bankesbangpol namun leblh darl 1 bulan tepat waktu (maksial satu bulan setelah disahkan) 

( setelah disahkan (tidak tepat waktu) : BENTUK TLNYA: Screenshot bukti unggahan 

! dokumen perencanaan di PPID 
- -- -· - ---- -·-- -··-- . --- . -·----- -. ------ ·•· ·: · .... ·-7· ----·-- ----. ... ··•··•--. - ... ,. - .... .. -·-- •' .. 

j 3 lndlkator belum cukup SMART dan berorientasi l Menyusun indikator kinerja (program) yang 

' hasil, lndlkator maslh berslfat aktivitas, belum t SMART, berorentasl hasil, dan dapat mengukur 
! 

1 
sesual level klnerla program ; capalan program. BENTUK TLNYA: Lembar 

' dokumen yang berisi semua indlkator kinerja di 

Renstra 

Sesuai 

lcs) 

--t 

Sesuai 

(S) 

1 Sesuai 
. (S) 



No. 

4 

5 

Nomor Laporan Uralan Temuan 
·-···-- ·- ··•-

I 
! 2 PENGUKURAN KINERJA Laporan Monev 
l I Renaksl sudah menyajlkan faktor pendorong dan 

penghambat dalam mencapai kinerja, namun 

belum ada bentuk tindak lanjutnya dan belum ada 

peyesualan strategi dalam mencapai klnerja 

::>tatus 
, Tlndak 

Rekomendasl I Lanjut 
+-- -----· -- - -··· - - ·- ·----- -- - - ·-·--~---t-:·--··-· 
l Menyajikan tindak lanjut di Laporan Monev i Sesual 

j Renaksi triwulanan sebagai upaya perubahan I (S) 

j strategi dalam rangka mencapai kinerja BENTUK i 
i TLNYA: Monev Renaksi Tahun 2025 yang sudah I 
! menyajikan tindak lanjut 

-t· . ' . ' . . ' . . ' ' '' i 
) 3 PELAPORAN KINERJA 1 LKjlP sudah disahkan, ! Mengesahkan dokumen Laporan Kinerja dengan l Sesuai 

: tertanggal dan bertanda tangan, namun belum di ! dilengkapi tanda tangan dan stempel. BENTUK ! (S) 

· ! TLNYA: Lembar pengesahan Dokumen Laporan 1 ' stempel 

! Kinerja yang sudah dilengkapi tanggal, tanda 

, Keterangan 
t· ·---- I . ! 

I 
! : ' ---- .. 

, tangan, dan stempel 
-·- ---·-·-t- ---------- ----------. ---- --- --------·-·•~- _______ ,. ··- -----------· -- --- ---- ·-

i 2 Dokumen LKjlP Bab II sistematika belum sesuai l Menyusun Laporan Kinerja dengan Sistematika 
-~·-••·······-·-•--

l 
I 

.J 
, 6 
I i dengan PermenPAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 ! sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 

! Sesuai ' I (S) 
I i 53 Tahun 2014 BENTUK TLNYA: Lembar 

' ! dokumen yang menunjukkan susunan Sistematika ' 

! ': LKJIP Tahun 2025 
------------·--l--------·---------------····- ····•·-- -·· ·-- 1. ________ - -------------------

Keterangan: 

S: Sesuai 

D : Dalam Proses 

B : Belum ditindaklanjuti 

T : lidak dapat ditindaklanjuti 

Dlhaallkan oleh server: 
Slatem Pengawasan Daerah (Slmwasda) lnspektorat Kabupaten Temanggung 

Pada Tanggal dan Waktu: 
Selasa, 27 Januart 202615:41 :35 WIB 

P~

Lanjut Ttm m 

. .... .. ..... ...... ' 1 .... ~ . .. ..... .... .. .. 

2 ~ .. ~ ........ .. ... .... ...... . . .... <n,'r N Dt6t1 A 
3 .... ~ .... .. .............. j .... . 
4 . .. -~~!!~~ ...... t! .. ~ ........ .. 
~ .. ........... . 5 ...... .. ... 






